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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi surat kabar adalah fungsi yang penting untuk diterapkan surat kabar,
karena dengan adanya penerapan fungs surat kabar, maka surat kabar dapat
melakukan kontrol sosial kepada masyarakat dalam mengambil sikap dan
keputusan. Fungs surat kabar juga penting diterapkan di semua media massa,
termasuk surat kabar yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Demikian hal
tersebut juga berlaku pada Katim Post dan Tribun Kaltim. Kaltim Post dan
Tribun Kaltim cukup mampu menerapkan fungsi surat kabar padaisi pemberitaan
kasus Tahura Bukit Soeharto. Pada penelitian ini, pendliti telah melihat apakah
Katim Post dan Tribun Katim telah menerapkan fungs surat kabar dalam
memberitakan kasus Tahura Bukit Soeharto periode 1 Juli sampai 31 Juli 2011.

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka
peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut, fungsi pengawasan pada berita Kaltim
Post pada sub unit analisis ancaman mendadak mencapai 56,2%, ancaman jangka
panjang mencapai 68,8%, dan informasi mencapai 81%. Sedangkan pada Tribun
Kaltim, ancaman mendadak mencapai 57,7%, ancaman jangka panjang mencapai
38,4% dan informasi mencapai 42%.

Kemudian pada fungs korelasi, sumber berita dalam Katim Post
didominasi oleh lembaga pemerintah daerah sebesar 81,2%. Sedangkan sumber

berita dalam Tribun Kaltim juga didominasi oleh lembaga pemerintah daerah,
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yaitu sebesar 61,6%. Sementara pada semua jenis lembaga hukum, semua jenis
perusahaan, semua jenis masyarakat, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat,
pakar, akademis dan pengusaha tidak ada dalam berita kasus Tahura Bukit
Soeharto di Kaltim Post dan Tribun Kaltim. Untuk nilai budaya yang tampak, ide
positif mendominasi berita di Kaltim Post dan Tribun Kaltim, masing-masing
sebesar 81,2% dan sebesar 80,8%. Sementara pada unit analisis sudut
pemberitaan, berita yang mengarah pro yang terlibat dan tidak terlibat sangat
mendominasi pemberitaan di Kaltim Post dan Tribun Kaltim, masing-masing
adalah sebesar 87,5% dan sebesar 77%. Untuk berita yang mengarah pihak pro
dan kontra yang tidak terlibat tidak ada dalam berita kasus Tahura Bukit Soeharto.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti
menemukan bahwa fungsi kohesi belum dimaksimalkan oleh Kaltim Post dan
Tribun Kaltim. Pemberitaan kasus Tahura Bukit Soeharto lebih mengarah ke pro
penuntasan kasus legalitas izin usaha pertambangan dan izin hauling. Sedangkan
pada fungsi korelasi, peneliti menemukan bahwa sumber berita sebagian besar
didapat dari narasumber yang memiliki kedudukan di daerah, seperti lembaga
pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat daerah, pakar tingkat lokal,
pengusaha daerah dan akademis tingkat lokal. Pada fungsi pewarisan sosial,
Kaltim Post dan Tribun Katim telah mewariskan nilai-nilai positif yang dapat
diterima dan ditiru oleh masyarakat. Kedua surat kabar tersebut juga mewariskan
ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Ada nilai negatif yang
diwariskan kepada masyarakat oleh Kaltim Post dan Tribun kaltim, dengan tujuan

masyarakat tidak meniru aktivitas negatif tersebut. Terakhir pada fungs
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pengawasan, Katim Post telah menjalankan fungs tersebut setengah dari
keseluruhan pemberitaan. Sedangkan Tribun Kaltim baru menjalankan fungsi
tersebut hampir setengah dari pemberitaan keseluruhan. Kedua surat kabar
tersebut terus berusaha memberitakan kebenaran melalui fakta yang didapat
melalui pengolahan dan pengemasan yang direncanakan oleh kedua jurnalis dari

kedua surat kabar tersebut.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan kekurangan
dalam penelitian ini. Peneliti menemukan bahwa unit analisis sudut pemberitaan
yang dibuat oleh peneliti kurang fokus. Ada beberapa sub unit analisis yang
dibuat secara berulang-ulang dan tidak mendefinisikan secara fokus. Peneliti juga
tidak membuat definis konsep secara rinci, sehingga pengkoding mengalami
kebingungan ketika melakukan koding. Ketika peneliti menjelaskan definisi
operasional tersebut, maka pengkoding dapat mengisi koding dengan baik dan
benar sesuai harapan peneliti. Peneliti juga menemukan kelemahan dari metode
penelitian analisis isi, yaitu pendliti tidak mampu untuk melihat efek yang
ditimbulkan kedua surat kabar terhadap khal ayak.

Peneliti memiliki saran untuk penelitian selanjutnya. Topik penelitian izin
usaha pertambangan dan izin hauling sebaiknya diangkat menjadi topik penelitian
karena kasus tersebut tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi juga terjadi
di propins lain di Indonesia yang memiliki wilayah kehutanan yang sering

digunakan perusahaan sebagai wilayah tambang. Peneliti berharap kepada penéliti
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yang akan meneliti agar dapat mengambil topik yang sama dari surat kabar yang
sama dari penelitian ini, karena peneliti menemukan di setiap surat kabar Kaltim
Post dan Tribun Kaltim selau diberitakan topik yang berhubungan dengan
pertambangan yang merusak lingkungan. Peneliti juga menyarankan agar
penelitian selanjutnya menggunakan metode penelitian selain analisis isi, supaya
peneliti tidak hanya melihat isi komunikasi, tetapi juga dapat menemukan efek

pemberitaan dan menggali hal-hal yang belum terlihat secara kasat mata.
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Hasil jawaban pendliti dan intercoder pada sub unit analisis ancaman mendadak pada beritalzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post dan
Tribun Kaltim periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 1 1 1
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 1 1 1
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 1 1 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 1 2 1
11 RitaBisa Terseret Hukum 1 1 1
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 1
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 1 2 1

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 1 1 1
15 Chandra: Kami Sudah Capek 1 1 1
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 1 1 1
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 1 1 1
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 1 1 1
19 Turun ke Lapangan Bu... 1 1 1




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 1
22 Itu Jelas Pidana 1
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 1
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal n
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 1
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 1
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 1
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 1
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 1
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 1
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 1
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR= 2M
N1+ N2

_ 234)
42 + 42

68

CR=2
84

CR=0.81
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+N2

_ 238)
42+ 42

crR=D
84

CR=0.90



Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli — 31 Juli 2011

Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Ancaman Jangka Panjang pada
berita lzin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 1 1 1
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 1 1 1
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 1 1 1
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 1 1 1
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 1 1 1
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 1 1 1
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 i
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 1 2 1
11 RitaBisa Terseret Hukum 1 1 1
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 1
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 1 2 1

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 1 1 1
15 Chandra: Kami Sudah Capek 1 2 1
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 1
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 1 1 1
18 Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya 2 2 1
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 1




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 1
22 Itu Jelas Pidana 1
23 CV Artha Ditolak Menhut 1
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal n
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 1
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 1
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 1
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 1
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I:

oM
N1+ N2

_2(39)
42442

_
84

CR=0.90

CR

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

.Y
N1+ N2

__2A34)
42+ 42

cr-2
84

CR=0.81



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisisinformasi pada berita lzin Hauling
dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post dan Tribun
Kaltim periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 1 1 1
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 1 1
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 1 il 1
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 1 il 1
5 Unmul Sudah Mundur 1 3 1
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 1 2 il
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 1 2 1
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 1 1
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 1 1
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 1 1 1
11 RitaBisa Terseret Hukum 1 1 1
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 1 1 1
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 1 1 1

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 1 1 1
15 Chandra: Kami Sudah Capek 1 1 1
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 1 1 1
17 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 1 1 1
18 Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya 1 1 1
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 1
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal n
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 1
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 1
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 1
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 1
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 1
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 1
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR= 2M
N1+ N2

_ 23D
42 + 42

62

CR=—
84

CR=0.74
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

2M

CR=
N1+ N2
_2(3))
42+ 42
cr-
84

CR=0.79



Hasil jawaban pendliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga pemerintah pusat pada
beritalzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau llegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 il 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 1 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 1 2 1
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 1 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 1 = 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 1 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 1 1 2
17 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal n
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 1
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 1
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

R_ 2M
N1+ N2

_2(34)
42442

68

CR=—2
84

CR=0.81

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(36)
42 + 42

CR=1
84

CR=0.86



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga pemerintah daerah pada
beritalzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 1 1 1
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 1 1 1
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 1 1 1
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 1 1 1
5 Unmul Sudah Mundur 1 1 1
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 1 1 1
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 1 1 1
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 1 1 il
9 Rita Siap Tindak Lanjuti il 1 1
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 1 1 1
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 1 2 1
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 1 1 1

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 1
15 Chandra: Kami Sudah Capek 1 2 1
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 1 1
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 1 1 1
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 1 1 1
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 1
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 1
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 1
24 Ciutkan Tahura 1
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 1
28 Jangan Cuma Wacana 1
29 Bupati Kukar Harus Cabut 1
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 1
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 1
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 1
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 1
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 1
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 1
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

R_ 2M
N1+ N2

_ 2(3)
42 + 42

_n0
84

CR=0.83

CR

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR- 2M
N1+ N2

_ 2(39)
42 + 42

cr-18
84

CR=0.93



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga penegak hukum
internasional pada berita lzin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di

surat kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakai .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi |1 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+ N2

(42
42442

CR=

RIR

CR=1

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR- 2M
N1+ N2

242
42+ 42

cr-2
84

CR=1



Hasi| jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga penegak hukum nasional
pada beritalzin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar
Kaltim Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau llegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR= 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

_&
84
CR=1

CR

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

oM
N1+ N2

_2(42)
42442

84

CR=—
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga penegak hukum lokal pada
beritalzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post dan Tribun Kaltim periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau llegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 1 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjulti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 L
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 1




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+ N2

_2(4))
42442

crR-2
84

CR=0.98

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

R_ 2M
N1+ N2

_2(40)
42+ 42

cr=2
84

CR=0.95



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga swadaya masyarakat

internasional pada berita lzin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di

surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR- 2M
N1+ N2

2(42)

42442

cr-2
84

CR=1

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

2(42)

42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga swadaya masyarakat
nasional pada berita lzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat
kabar Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

242
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR- 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Lembaga swadaya masyarakat

daerah pada beritalzin Hauling dan |zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat

kabar Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 1 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 1 1 1
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 1 1 1
11 RitaBisa Terseret Hukum 1 1 1
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 1 1 1
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 1 1 1
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 1 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 1 1 1




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 1
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 1
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal n
26 Bupati Tutup Mata 1
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus it
33 Sebenarnya Mudah 1
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 1
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 1
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 1
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

R 2M
N1+N2

_2(37)
42 + 42

74

CR=_-
84

CR=0.88
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

R_ 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban pendliti dan intercoder pada sub unit analisis Pakar tingkat internasional pada
beritalzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR- 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

R_ 2(42)
42+42

Ill

CR

CR

Il
=



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pakar tingkat nasional pada berita
Izin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post

periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti '”teri’Oder '”terg‘)der
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 Rita Bisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 % 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR- 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

R_ 2(42)
42+42

Ill

CR

CR

Il
=



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pakar tingkat lokal pada beritalzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 1 1
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 1 1
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 il
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 1 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 1 1 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 1
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 1
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(39)
42+ 42

78

CR='°
84

CR=0.93

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_ 239
42+ 42

cr="
84

CR=0.83



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Akademisi tingkat internasional pada
beritalzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR- 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

R_ 2(42)
42+42

Ill

CR

CR

Il
=



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Akademisi tingkat nasional pada
beritalzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR- 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR- 2M
N1+ N2

R_ 2(42)
42 +42

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Akademisi tingkat |okal pada berita
Izin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post
periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 1 1 1
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 1 1 1
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 1 1 1
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 1 1 1
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 1 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 1
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+ N2

_24)
42442

crR-2
84

CR=0.98
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

2(41)

42442

CR=22
84

CR=0.98



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha asing pada beritalzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR- 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR- 2M
N1+ N2

R_ 2(42)
42 +42

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha swasta pada beritalzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau llegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 1 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+ N2

_24)
42442

CR-22
84

CR=0.98

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

R_ 2M
N1+N2

242
42+42

cr-2
84

CR=1



Hasi| jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha multinasional pada berita
Izin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post
periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR- 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR- 2M
N1+ N2

R_ 2(42)
42 +42

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha nasiona pada beritalzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 1 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR= 2M
N1+ N2

_ 2(40)
42+ 42

cr=2
84

CR=0.95
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

2(42)

42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha daerah pada berita Izin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 1 2 1
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 1 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+ N2

__237)
42+ 42

cr-22
84

CR=0.88
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

CR- 2M
N1+N2

242
42+42

CR

INI

CR

I
=



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha asing dan multinasional
pada beritalzin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar
Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR - 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR- 2M
N1+ N2

_2(42)
42142

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha swasta dan multinasional
pada beritalzin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar
Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 Peneliti
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2
Kehutanan
14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR- 2M
N1+ N2

242
42442

cr-2
84

CR=1

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Pengusaha swasta dan daerah pada
beritalzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 1 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 1 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I:

R 2M
N1+N2

_ 239
42+ 42

78

CR=—
84

CR=0.93

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

R_ 2M
N1+ N2

_2(42)
42 +42

cr-2

84

CR=1



Hasi| jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan asing pada beritalzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan negara pada berita lzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

R_ 2M
N1+ N2

_2(39)
42+ 42

16
84

CR=0.90

CR

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

Y
N1+ N2

__2(40)
42+ 42

cr=2

84

CR=0.95



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan swasta pada berita 1zin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 1 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 1 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 1 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR= 2M
N1+ N2

_ 239
42+ 42

718

CR=—
84

CR=0.93

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan multinasional pada berita
Izin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post
periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasi| jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan nasional pada beritalzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan daerah pada berita lzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan asing dan multinasional
pada beritalzin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar
Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan swasta dan multinasional
pada beritalzin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar
Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi |1 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis Perusahaan swasta dan daerah pada
beritalzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 1 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 1 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+ N2

__2(40)
42+ 42

cr-2
84

CR=0.95
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR- 2M
N1+N2

242
I 15

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis masyarakat asing pada beritalzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasi| jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis masyarakat nasional pada beritalzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis masyarakat daerah pada berita lzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi |1 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis masyarakat nasional dan lokal pada
beritalzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis ide positif pada berita lzin Hauling
dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli —

31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 1 1 1
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 1 1 1
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 1 1 1
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 1 1 1
5 Unmul Sudah Mundur 2 1 1
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 1 1 1
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 1 1
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 1 il
9 Rita Siap Tindak Lanjuti il 1 1
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 1 1 1
11 RitaBisa Terseret Hukum 1 1 1
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 1 1 1
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 1 1 1

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 1 1 1
15 Chandra: Kami Sudah Capek 1 1 1
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 1 1 1
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 1 1 1
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 1 2 1
19 Turun ke Lapangan Bu... 1 1 1




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 1
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 1
22 Itu Jelas Pidana 1
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal n
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 1
28 Jangan Cuma Wacana 1
29 Bupati Kukar Harus Cabut 1
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 1
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 1
33 Sebenarnya Mudah 1
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 1
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 1
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 1
37 Pusat Cuci Tangan 1
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 1
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 1
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 1
41 Distamben tak Beri Data 1
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+ N2
_2(3)
42 + 42

cr=12
84

CR=0.83
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_ 2(30)
42 + 42

crR-1
84

CR=0.86



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisiside negatif pada beritalzin Hauling
dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli —

31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 1 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 1 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 1 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 1 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 1 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 1 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 1 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 1 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR= 2M
N1+ N2

232
42 + 42

cr-2
84

CR=0.76
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis aktivitas positif pada beritalzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Peneliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 1
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 1 1 1
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 1 1 1
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 1 1
5 Unmul Sudah Mundur 1 1 1
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 1 1 1
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 1 1 1
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 1 1 il
9 Rita Siap Tindak Lanjuti il 1 1
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 1 1 1
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 1 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 1 1
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 1 1

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 1 1
15 Chandra: Kami Sudah Capek 1 1 1
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 1 1 1
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 1
18 Awang: Kalau Saya, Cabut Izinnya 1 1 1
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 1
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 1
24 Ciutkan Tahura 1
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 1
28 Jangan Cuma Wacana 1
29 Bupati Kukar Harus Cabut 1
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 1
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 1
32 Jatam Minta Tim Khusus 1
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 1
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 1
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 1
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 1
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 1
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR- 2M
N1+ N2

_ A3
42+ 42

cr=2
84

CR=081

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_ 23
42 + 42

crR=2
84

CR=081



Hasil jawaban pendliti dan intercoder pada sub unit analisis aktivitas negatif pada beritalzin
Hauling dan I1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim Post periode
1 Jduli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 1 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 1 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 1 2
5 Unmul Sudah Mundur 1 1 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 1 1 1
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 1 2 1
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 1 1 il
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 1 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 1 1
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 1 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 1 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 1 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 1 1 1
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 1
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 1




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 1
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 1
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal n
26 Bupati Tutup Mata 1
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 1
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 1
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 1
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 1
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi |1 akan Kunjungi Kemenhut 1
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 1
41 Distamben tak Beri Data 1
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

2™
~ N1+N2

_ 23
42+ 42

cr-2

84

CR=0.79

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

R_ 2M
N1+ N2

_ 2(3)
42+ 42
_ 70

CR=—
84

CR=0.83



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis benda-benda hasi| kegiatan pada
beritalzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar Kaltim
Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 1 1 1
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 1 1 1
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 1 1 1
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 1 1 1
5 Unmul Sudah Mundur 1 1 1
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 1 1 1
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 1 2 1
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 1 1 il
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 1 1 1
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 1
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 1
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 1
22 Itu Jelas Pidana 1
23 CV Artha Ditolak Menhut 1
24 Ciutkan Tahura 1
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal n
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 1
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 1
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 1
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

R_ 2M
N1+ N2

_2(39)
42+ 42

cr-1°

84

CR=0.90

Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

oM
N1+ N2

_ 239
42+ 42

cr=1°

84

CR=0.90



Hasil jawaban pendliti dan intercoder pada sub unit analisis pihak pro yang terlibat dan yang
tidak terlibat pada berita Izin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di

surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 1 1 1
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 1 1 1
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 1 1 1
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 1 1 1
5 Unmul Sudah Mundur 1 1 1
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 1 1 1
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 1 1 1
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 1 1 il
9 Rita Siap Tindak Lanjuti il 1 1
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 1 1 1
11 RitaBisa Terseret Hukum 1 1 1
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 1 1 1
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 1 1 1
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 1 1 1
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 1 1 1
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 1 1 1
19 Turun ke Lapangan Bu... 1 1 1




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 1
22 Itu Jelas Pidana 1
23 CV Artha Ditolak Menhut 1
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal n
26 Bupati Tutup Mata 1
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 1
28 Jangan Cuma Wacana 1
29 Bupati Kukar Harus Cabut 1
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 1
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 1
32 Jatam Minta Tim Khusus it
33 Sebenarnya Mudah 1
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 1
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 1
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 1
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 1
41 Distamben tak Beri Data 1
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR- 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+N2

. 2(42)
42+42

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis pihak kontra yang terlibat dan yang
tidak terlibat pada berita Izin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di
surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 1 1 1
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 1 1 1
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 1
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 1
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 1
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 1

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR- 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+N2

. 2(42)
42+42

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis pihak pro dan kontra yang terlibat
pada beritalzin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat kabar

Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 1 1 1
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 1
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis pihak pro dan kontra yang tidak

terlibat pada berita lzin Hauling dan Izin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di surat

kabar Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau llegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 2 2 2

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 2
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi 11 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1
Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR— 2M
N1+ N2

_2(42)
42442

cr-2
84

CR=1



Hasil jawaban peneliti dan intercoder pada sub unit analisis pro dan kontra yang terlibat dan

tidak terlibat pada berita Izin Hauling dan 1zin Usaha Pertambangan Tahura Bukit Soeharto di

surat kabar Kaltim Post periode 1 Juli — 31 Juli 2011

No Judul Berita Pendliti | Intercoder | Intercoder
1 2
1 Sebagian Besar Caplok Areal Tahura 2 2 2
2 Awang: Kalau Ilegal, Cabut Sgja 2 2 2
3 Dishut: Tambang di Tahura Legal 2 2 2
4 Andi Harun: Dishut Tak Bijak 2 2 2
5 Unmul Sudah Mundur 2 2 2
6 Bertentangan dengan UU, SK Menhut Batal 2 2 2
7 Gubernur: Keputusan Akhir dari Menteri 2 2 2
8 Aneh, Tol Dihambat Tambang Diizinkan 2 2 2
9 Rita Siap Tindak Lanjuti 2 2 2
10 Walhi: Usut Tuntas SK Menhut 2 2 2
11 RitaBisa Terseret Hukum 2 2 2
12 Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut 2 2 2
13 DPRD- Gubernur Ogah Surati Menteri 1 1 1

Kehutanan

14 Pemprov Dituding Tak Tegas 2 2 2
15 Chandra: Kami Sudah Capek 2 2 2
16 Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura 2 2 2
17 Sebagian Besar Caplok Area Tahura 2 2 2
18 Awang: Kalau Saya, Cabut 1zinnya 2 2 2
19 Turun ke Lapangan Bu... 2 2 2




20 Akibat Terbitnya SK Menhut No 270 2
21 Gubernur Diminta Uji Amdal 2
22 Itu Jelas Pidana 2
23 CV Artha Ditolak Menhut 2
24 Ciutkan Tahura 1
25 Tanpa Syarat Pinjam Pakal .
26 Bupati Tutup Mata 2
27 Awang Minta Menhut Kgji Ulang 2
28 Jangan Cuma Wacana 2
29 Bupati Kukar Harus Cabut 2
30 Mukmin Instruksikan Surati Menhut 2
31 Bupati Ancam Bekukan Tambang 2
32 Jatam Minta Tim Khusus 2
33 Sebenarnya Mudah 2
34 Jatam Siap Lapor ke Polda 2
35 Mahasiswa Minta DPRD Aktifkan Pansus 2
Tambang
36 Darori Salahkan Gubernur- Bupati 2
37 Pusat Cuci Tangan 2
38 Tol Digeser ke Pinggir Tahura 2
39 Komisi |1 akan Kunjungi Kemenhut 2
40 Ragu, DPRD Tuntaskan Kasus Tambang 2
41 Distamben tak Beri Data 2
42 | Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan 2

Keterangan: 1= Ada, 2= Tidak ada




Uji reliabilitas antara peneliti dan pengkoding I:

CR— 2M
N1+ N2
_ 2(4)
42 + 42

crR-22
84

CR=0.98

Uji reliabilitas antara pendliti dan pengkoding I1:

CR- 2M
N1+N2

R_ 2(42)
42+42

cr-2
84

CR=1



Lembar Coding

Penerapan Fungs Surat Kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim Dalam Memberitakan Kasus

Tahura Bukit Soeharto

(AnalisisIsi Penerapan Fungsi Surat Kabar dalam Memberitakan Izin Hauling dan 1zin Usaha
Pertambangan Tahura Bukit Soeharto Sebagal Hutan Raya dan Kawasan Pertambangan di SKH
Kaltim Post dan SKH Tribun Kaltim Periode 1 Juli — 31 Juli 2011)

Nama Surat Kabar
Edisi/ Hari-Tanggal :
Judul berita
Halaman

Nama | nter coder

Fungs Pengawasan
¢ Pengawasan Peringatan:
Ancaman Mendadak :

1 =Ada

2 =Tidak ada
Ancaman Jangka Panjang

1 =Ada

2 =Tidak ada

¢ Pengawasan Instrumental
Informasi
1 =Ada
2 =Tidak ada



Fungs Korelas

e Sumber Berita
Lembaga Pemerintah :
Lembaga Pemerintah Pusat:
1 =Ada
2 =Tidak ada

Lembaga Pemerintah daerah
1 =Ada
2 =Tidak ada

L embaga Penegak Hukum :
Lembaga penegak hukum internasional

1 =Ada
2 =Tidak ada
Lembaga penegak hukum nasional
1 =Ada
2 =Tidak ada
Lembaga penegak hukum lokal
1 =Ada
2 =Tidak ada

L embaga Swadaya M asyar akat :
Lembaga swadaya masyarakat internasional
1 =Ada
2 =Tidak ada

Lembaga swadaya masyarakat nasional
1 =Ada



2 =Tidak ada

Lembaga swadaya masyarakat daerah

1 =Ada
2 =Tidak ada
Pakar :

Pakar tingkat internasional

1 =Ada
2 =Tidak ada
Pakar tingkat nasional
1 =Ada
2 =Tidak ada

Pakar tingkat lokal

1 =Ada
2 =Tidak ada
Akademisi :

Akademisi tingkat internasional

1 =Ada

2 =Tidak ada
Akademisi tingkat nasiona

1 =Ada

2 =Tidak ada

Akademisi tingkat lokal
1 =Ada
2 =Tidak ada

Pengusaha :



Pengusaha asing

1 =Ada

2 =Tidak ada
Pengusaha swasta

1 =Ada

2 ~=Tidak ada

Pengusaha multinasional

1 =Ada

2 =Tidak ada
Pengusaha nasional

1 =Ada

2 =Tidak ada
Pengusaha daerah

1 =Ada

2 =Tidak ada

Pengusaha asing dan multinasional
1 =Ada
2 =Tidak ada

Pengusaha swasta dan multinasional
1 =Ada
2 =Tidak ada

Pengusaha swasta dan daerah
1 =Ada



2 =Tidak ada

Perusahaan :
Perusahaan asing

1 =Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan Negara
1 =Ada
2 =Tidak ada

Perusahaan swasta
1 =Ads
2 =Tidak ada

Perusahaan multinasional
1 =Ads
2 =Tidak ada

Perusahaan nasional

1 =Ads

2 =Tidak ada
Perusahaan daerah

1 =Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan asing dan multinasional
1 =Ada



2 =Tidak ada

Perusahaan swasta dan multinasiond

1 =Ada

2 =Tidak ada

Perusahaan swasta dan daerah

1 =Ada

2 =Tidak ada
Masyar akat :
Masyarakat asing

1 =Ada

2 =Tidak ada
Masyarakat nasional

1 =Ada

2 =Tidak ada
Masyarakat daerah

1 =Ada

2 =Tidak ada

Masyarakat nasional dan lokal
1 =Ada
2 =Tidak ada

Fungs Pewarisan Sosial
¢ Nilai Budaya yang Tampak
Ide Positif :
1 =Ada



2 =Tidak ada

Ide Negatif :

1 =Ada

2 =Tidak ada
Aktivitas Positif :

1 =Ada

2 =Tidak ada
Aktivitas Negatif

1 =Ada

2 =Tidak ada

Benda-benda Hasil Kegiatan
1 =Ada
2 =Tidak ada

Fungs Kohes
e Sudut Pemberitaan
Satu sisi :
Pihak pro yang terlibat
1 =Ada
2 =Tidak ada

Pihak kontra yang terlibat

1 =Ada
2 =Tidak ada
Dua Sis :

Pihak pro dan kontra yang terlibat
1 =Ada
2 =Tidak ada



Pihak pro dan kontra yang tidak terlibat
1 =Ada
2 =Tidak ada

Multi Sisi :

Pihak pro dan kontra yang terlibat dan tidak terlibat
1 =Ada
2 =Tidak ada



Tabel 5.1.

Aktivitas Negatif
Ada Tidak ada Total

Informas  Ada Count 10 14 24

% of Total 23.8% 33.3% 57.1%

Tidak ada  Count 9 9 18

% of Total 21.4% 21.4% 42.9%

Total Count 19 23 42

% of Total 45.2% 54.8% 100.0%

Tabel 5.2.
Pihak_Pro_yang Terlibat_dan_Ti
dak_Terlibat
Ada Tidak ada Total
Lembaga Pemerintah_ Ada Count 23 6 29
Daerah % of Total 54.8% 14.3% 69.0%
Tidak ada  Count 11 2 13
% of Total 26.2% 4.8% 31.0%
Tota Count 34 8 42
% of Total 81.0% 19.0% 100.0%
Tabel 5.3.
Ide Positif
Ada Tidak ada Total

Lembaga Pemerintah_ Ada Count 22 7 29
Daerah % of Tota 52.4% 16.7% 69.0%
Tidak ada  Count 12 1 13
% of Totd 28.6% 2.4% 31.0%
Total Count 34 8 42
% of Tota 81.0% 19.0%| 100.0%




8JULI 2011 - ANDI HARUN: DISHUT TAK BIJAK

Andi Harun: Dishut Tak Bij

Tambang di Tahura Tak Bisa Disebut Legal

SAMARINDA - Pernyataan Dinas Kehu-
tanan (Dishut) Kaltim baf"va tambang di
Taman Hutan Raya(Tahura) Bukit Sochar-
.tu,ﬂd alahlegal. dinilaibias dan kurang bijak.
Penambangan di Tahura seharusnya tidak
hanya dilihat dart sis1 5K Menhut dan 1zin
fﬂ,ﬂn Universitas Mulawarman (Unmaul).

Demikian ditegaskan anggota Komisi 1
DPRD Kaltim Andi Harun, Kamis (7/7) ke-

marin. ‘Legal tambang di kawasan Tahura
tidak sesederhana itu, Apalagi pemberian
rekomendast dan izin dari pemerintah dan
Unmul tidak dikuti dengan pengawasan
gebagaimana Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Minerba dan undang-
undang hinglungan hdup,” jelasnya.

Baca ANDI HARUN... Hal 10

ELFLHARLIEAIRR

Andi Harun

Il ANDI HARUN...
(Sambungan dari hal 1)

Menurut Andi, seluruh ope-
rasi tambang di kawasan itu
dilakukan dengan sistem open
pit. Artinya, sebagian besar
lahan terbuka tidak dapat
dipulihkan kembali. Sekali-
gus mengakibatkan kerugian
besar berupa hilangnya jasa
ekogistemn hutan, keanekara-
gaman hayati, biaya lingkung-
an di sektor hulu dan peman-
faatan lain di kawasan ma-
avarakat termasuk nilai kayu
dan sumber daya alam (SDA}
lainnya di kawasan tersebut.
“Jangankan SK Menhut, un-
dang-undang saja harus tun-
duk pada konvensi interna-
sional dan merupakan penge-
cualian dari aspek kekuasaan
otonomi daerah,” tegas Andi.
Terkait penerbitan izin per-
tambangan di kawasan ter-
sebut, kata Andi, harus diuji
dengan RUTR{rencana umum
tata ruang) *Apakah di ka-
wasan tersebut tidak dalam
posisi sebagai ruang pertam-
bangan atau tidak. Kalau bu-
kan itu juga ilegal. Apalagi
operasi teknis pertambangan
vang tidak mengindahkan
undang-undang lingkungan
dan desain tambang, am-
dal, dan lain-lain yang ber-
sifat teknis itu,” terangnya.
BahwaadaSKMenhuttentang

perbedaan luas kawasan tidak
lantas membuat kegiatan pe-
nambangan di kawasan Tahu-
ra legal. “SK itu tidak berdiri
sendiri, memiliki kausalitasde-
ngan undang-undang dan ke-
tentuan peraturan perundang-
undangan yang lain. Pak Sigit
Budi terkesan memaksakan
penafsiran hukum atas dua
SK Menhut yang berbeda. SK
Menteri tunduk pada undang-
undangdan peraturan yang le-
bih tinggi,” terang Andi Harun.
Kalau pendapat Sigit itu me-
rupakan pendapat pemerin-
tah menganggap legal, kata
Andi, ini tentu akan menja-
di perhatian DPRD Kaltim.
Seperti diketahui, Kepala Bi-
dang Pembinaan dan Perlin-
dungan Hutan Dishut Kaltim
Sigit Budi mengatakan bahwa
aktivitas tambang di Tahura
legal karena telah mendapat
izin lewat SK Menhut Nomor
577 Tahun 2009.

Sementara itu, Wakil Ketua
Komisi III Darlis Pattalongi
mengatakan, persoalan ini
memang sangat bergantung
dari sudut mana membedah-
nya. “Kalau berdasar pada

SK Menhut 577 Tahun 2009,

tambang di sana legal. T&pl
kalau kita mengaca pada UU
No 41 Tahun 1999 tentang Ke-
hutanan, Tahura tidak boleh
ditambang,” jelasnya.

Dia menyebut, terutama
pada pasal 38 yang menya-
takan "Penggunsan hawasan

hutar untuk kepentingan pem-

bangunan di luar kegiatan ke-

hutaran hanya dapat difaku-
kan di delam hutan produkst
dan hutan lindung.”

. karena Tahura

“Sehi
Bukit sﬁiaam adalah hutan
konservasi, maka tidak boleh
ditambang,” tegasnya. Dia juga
menyatakan, kedudukan UU
memang lebih tinggi ketim-
bang SK menteri. “SKkan tidak
masuk dalam hierarki perun-

dang-undangan kita,” katanva.

Lalu apa yang askan dilaku-
kan Komisi III? Menurut Dar-

lia, seharusnya semuaméngacu:
pada acuan yang sama, yakni

UL “Nanti kita rapat bersama
dengan pemerintah,” ueapnya.
TAK MENAMBANG
Sementara itu, salah satu
perusahaan yang disebut-se-
but ikut mengeksploitasi batu
baradiTahura, yakniCV Para-

-java,melalui direkturnya, Joko
Caturmemberiklarifikasi. Dia

membantah jika perusahaan-
nya ikut menambang di ka-
wasan pendidikan milik Un-
mul tersebut.

Saat ditemui media, Joko
mengaku pernah mengajukan
izin permohonan kuasa per-
tambangan batu bara s
tahun 2006, Tetapi diriny:
ndakblaamemuukm ipak
izin peninjauan umum
diajukan perusshaannya di
getujui atau tidak.

“Vang saya tahu, kalau izin
itu keluar juga memiliki batas

keluarnya izin, yakni w
mengetahui kanﬂungan

el
ke keg‘latan rebomm Gpena.l-
naman, Red) di’ Tahum, ung-

kapn
]gnambahk"

haannya bekerja sama

Dinas Kehnta:tjmn Kutai Kim-?

tanegara (Kukar).
*Sebenarnya data peru-

sahaan hatzu bara ber-
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Aneh, Tol
Dihambat

Tambang
o0 ®
Dnzinkan
Sarosa: SK Menteri di Tahura
Perlu Direvisi atau Dicabut

SAMARINDA- Diizinkannya
sejumlah tambang beroperasi di
dalam Taman Hutan Raya (Ta-
hura) Bukit Sceharto karena
perluasan hutan, disebut sesu-
atu yang aneh. Apalagi, jika di-
hubungkan dengan jalan tol yang
belum mendapatizin Menteri Ke-
hutanan melintasi hutan itu.

Ketua DPRD Kaltim Mukmin
Faisjal menegaskan, Menteri
Zulkifli Hasan harus menghkaji

i

ulang SK Nomor 577/Menhut-

I1/2009 yang dikeluarkan “pen-
dahulunva” Menteri Malem
Sambat Kaban. 8K ini mene-
tapkan67.766 hektare kawaszan
Tahura atau bertambah 5926
hektare. Tambang-tambang di
seleliling Tahura yang karena
keluarnya 5K menjadi masuk
Bukit Soeharto, menurut SK
ini, tetap dibolehkan beroperasi
hingga izin berakhir.

Baca ANEH... Hal 3



l ANEH...
(Sambungan dari hal 1)

“Kami menginginkan supaya SK ini
dikaji ulang Apalagi dikatskan, SK itu
bertentangan dengan undang-undang (LU
41/1999 tentung Kehulanan),” kats Muk-
min, ketika diternui, Selasa (12/7), Dalam
pazal 38 ayat empat undang-undang itu
disebutkan, “Pada kawesan hutan lindung
dilarang melakukan penambangandengan
pola pertambangan terbuka.”

Mukmin menyataksn, Komisi II dan
Komizi 111 DPRD Kaltim segera menye-
lezaikan rekomendasi terhadap masalah
iri. “Rekomendasinya disampaikan kepa-
da pihak yang berwenang,” ungkap dia.

Pengamat hukumdari Universitas Mu-
lawarmé# /(Unmul) Samarinda Profesor
Sarosa Hamongpranoto berpendapat,
peraturan maupun keputusan apapun
vang dikeluarkar pemerintah, sejatinya
tetap mengikuti keputusan yang lehih
tinggi. Baik peraturan pemearintah, per-
aturan presiden, keputusan presiden,
peraturan menteri, hingga SK Menteri
harus merujuk pada undang-undang.

Sarosa heran, mengapa bisa SK itu
membolehkan tambang beroperasi di
dalam Tahura yang berarti menabrak
Undang-Undang Kehutanan. Jika pun
izin usaha pertambangan di sekeliling
Tahura lebih duln terbit, bukan berarti
begitu saja undang-undang dilanggar.

“Kalausudah tahu (tambang-tambang)
akan masuk kawasan hutan, mengapa
mesti dilkeluorkan logi SK itu? SK Men
hut seharusnya mengacu pada Undang-
IIndang Kehutanan,” terangnya, Kondi-
i ini, kata Saresa, membuat tidak ada
kepastian hukum.

Lalusiapa vang berkewajiban memberi-
tahu menteri tentang masalah ini? “Sehe-
narnya, siapa saja bisa memberitahukan.
Pemerintah daerah juga bisa melalii relo-
mendasi DPRD ataupur NGO non-govern-
ment organization/TSM),” terangnya.

SH AWEH

Mukmin Faisjal heran, SK vang mem-
bolehkan sejumlah tambang -vang masuk
Tahurs karena perluasan wilayah— tetap
heroperasi. Apalagi hingga kiniizin pinjam

nakai untuk pembangunan jalan tol juga
helum diserujui Menteri Kehutanan.

*Menjadi perranyaan tentang komit-
men menjega Tahura. Jalan tol dilarang
tapi tambang tetap jalan, [tu keanekan.
Padahal tol kan untuk kepentingan
rakyat, sedangkan tembang hanya bagi
pengusaha,” tuturnya.

Jalan to! sepanjang 99 kilometer dari
Baolikpapan menuju Samorindo yvoang
masih dalam pembangunan ini, melin-
ragi Hutan Lindung Sungai Manggar
dan Tahura Bukit Seehsarto. Menurut
perencanaannya, mezaprovek yang me-
merlukan dana pembangunan Rp 6,25
rriliunitumelintagi Tahura di duabagan.
Di selatan Tahura, memotong sepanjang
3,46 km dan di utara 21,61 km.

Gubernur Kaltim Awang Farcek Ishak
menegaskan, jalan tol vang progres pem-
bangunannya mencapai 15 persen lerse-
but tidak akan mengerjakan di dalam
Tahura, sebelum adz izin pinjam pakai
dari Menteri Kehutanan. Selain Tahura,
;alan tol juga melewati Hutan Lindung
DAS Manggar sepanjang 8,15 km.

Perzoalan adanva belasan tambang
batubaradi Tahura bermula ket:ka Bukit
doeharto ditetapkan sebagai huran wisa-
rapada 1991, Ada ketidaksesuaian antara
SK Menhut 2701991 dengan berita aca-
ra tata batas. lerdapat perbedaan luas
antara SK dengan lampirannya. Sesuai
‘ampiran SK, luas Tahura adalsh 61.550
hektare. Padahal, menurut tata batas,
‘uas Tahura lebih dari itu.

Lampiran SK inilah (vang luasaya
51.850 helktare) yang kemudian dipskai
Pemkab Kukar mengeluarkan izin tam-
bang. Pertengahan dekade 2000, puluhan
zin dikeluarkan Pemkab Kutai Kartane-
gara di sekeliling Tahura. Mengetahui itu,

dilakukan reposisi dan pengukuran tata
batas ulang. Sampai akhirmya, pada 29
September 2009 Menhut mengeluarian
SK 577/ Menhut-TI/2009 yang menetapzan
Zawasan Tahura seluas 67.766 hektare.
Akibatnya, tambang batu bara yang izin-
aya dikeluarkan Pemkab Kutai Kartane-
gara (Kukar} yang semula mepet tapal
batas, jodi masuk diltawasan Tahuren. Tapi
rambang-tambang ini tetap diperbolehzan
heroparasi hingga izin herakhir (felfji)
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“

]

."
41

B AWANG...
(Sambungan dari hal 1)

*Dari dulu saya katalan, cek
apakahtmhangitupunyalam
pinjam pah:&a atan tudak. Ka-
lau tidak puﬂyﬂ berarti ilegal.
Cabuf.saqa ”kai:;m.ya, saatdite-
mui, siang kemarin (/7).

Disinggung tentang adanya
jalan untuk fowling batn bara
‘di dalam tahura yang sudah
mendapat izin pinjam pakai, Gu-
bernur mengatakan jilea punizin
itu dikeluarlean pihaknya dalam
hal ini Pemprov Kaltim, maka dia
alkan meneliti, “Kalay memang
bertentangan, ya dicabut juga
(izin heuling). Semestinyajangan.
diberikan” tegasnya.

Dikatakan, jalan-jalan di
tahura sebenarnya adalah
peninggalan perusahaan pe-
megang hak pengusahaan
hutan (HPH). “Ini yang perlu
diketahui. Tahura itu dulunya
bekas HPH sehingss ada izin
pinjam pakainva pada saat
itu,” katanya.

Diwartakan, Komisi [1 dan
Komisi[11 DPHB Haltim, pada.

Kamis (301'5) mengmspcks*l

mendadak enam dari 21 peru-

sahaan tambang batu bara di ga

sekitar Bukit Soeharto. Diketa.
hui, 15 sampai 40 persen area
perusahaanmma;aap 1{;1; tahul"h,.

Walil Ketua Komisi IIIDPRD
Kaltim Darlis Patwﬂﬂgimmg&-
takan, seharusnya aktivitas itu
ditertibkan, termasuk  daerah
buffer zone (zuma penyﬁmggﬁé}
m&ngamUUi-’lBSﬂﬁEntangKﬂ-
hutanan jo UU 19;"5{]94 serta
UUB‘E:"ﬂﬂﬂﬁt&nta_ngPerhndung 4
andan Pengeelalaaan.gkungﬁn
Hidup..

Keenam permsahaan yang I
disidak yakni PT Kaltim Batu
Mannnggal L ﬂ&n.gma. kiﬂm
sekitar 1.000 hektare , CV
Artha Prima Jaya (90 hektar&}, k
PT Lembuswana Perkasa .
(1. aﬂﬁﬁektémi, E'T Emgl rus’

ey &ar'{’ ;

Kartanegara

Darlie menega&kaﬁwm@:,
saha jangan mencoba berlind-
ung pada ‘paradoks substan.
sial’atasdua ﬁﬁhfanh . i
SK Menhut No 270 0 -
dan SK Menhut un

2009. Intinya spar;
hukum harus men
Pﬁnylmpangml‘

Sebt:lum m1. Unnr&raﬂ;ls_ﬂu

. Jﬁﬁgﬂﬁ



11JULI 2011 - BERTENTANGAN DENGAN UU, SK MENHUT BATAL

‘Terus Dalami Tahura
”;:Ertent-angan dengan
SK Menhut Batal

- bangan batu bara di dalam Tahura.
Demikian ditegaskan anggota Komisi
11 DPRD Kaltim Andi Harun Dika-

: W{Tﬂh‘]m} takan, SK 577/ Menhut-II2009 mene-
DFRD Kaltim. tapkan kawasan Tahura seluas 67.766
ke dalam ra-  hektare atau bertambah 5926 helktare.
‘aktivitas pertam- Baca BERTENTANGAM... Hal 3
ﬁarﬂm, sedang mendalami rabkan ke penegak hukum. pihak otovitas di pusat akan tah daerah mengeluarkan  luarkan SK 5772009, ‘Meny-
permasalahanin Disehutkan, ~ Sedangkanyengherbubungan  menertibkannya, Namun, irin fambang, Pertengaban  ruf saya, ind harus diusus de-
dalam UU 4111999, kalaupun  dengan kewenangan Pemprov  jawaban itu, kata Chandra, dekade 2000, puluban izin  ngen serius tentang irn-izin

menambeng di kawssan hu-
tan hanya dibolehkan dengan
wtem underground mining
atau fambang bawah tansh,
fare Sementara seluruh perusa-
il haan tambang batu bara yang
e beroperastdi Tahura menan-
bang dengan open pil atau
{erbuka

Tt pun dengan care dan
pola yang jauh dari desain
lambang yang benar secara
kurn  tekois. Apalagi sebagai k-
polahe  wasen konservas semestinga
ren- bk pada lwmrenal inter-
nasional. Hal tersebut me-
nandaskan pengecualian atas
hek dan kekuasaan ctonomi
| daerah” ungkap politisl davi
Partai Patrot ini. Itu sebb,
Andi menyavangkan bila 5K
Menhut dijadikan legalitas
jelas  eroperasinya tambang di da-
mnge, Loin lam Tahurg,
Dijelaskan, setelsh me-
nyusun rekomendasi fer-

Keltim, seperti jalan hauling
batu hara di dalam hutan, re-
komendasidiserahkan kepada
Gubernur,

Diwartakan, baik Komis

11 dan Komis! 111 DPRD Kal-

tim maupun Pusat Peneli-
tian Hutan Tropis (PPHT)
Universitas Mulawarman
(Unmul) Samarinds, selaku
pengelola Hutan Penelitian
dan Pendidikan Bukit Soe-
harto, menemuban sedikit-

1va 13 perusahaan tambang

yang masuk didalam Tahura.
Ini dizehabkan, terbitnya 5K
Menhut STT/2009 yang gyem-
petluas hutan di jalan poros
Balikpapan-Samarinda itn.
Bahkan, menurut Kepala
PPHT Unmul Chandra De-
wanahoer, pihakaya telah
menyampaikan masalah ini
kepada Staf Ahli Kepresiden-
an John N Palinggt, Selain
ito, melalui Partal Amanat

! Nasmmal Menhut Zulki-
1 Hasan berasal dari parta
ini-, Unmul berusaha ada
dasar- enerﬂhan tambang di da-
‘ Fam Tahura, Tiga hai lal,
dalam  Chandra datang ke Kemen-
- hut dan mendapat jawaban,

sama sepertl sebelum-sehe-
lumnya.

Bukit Soeharto, ditetapkan
sehagal Tahura melzhui Sura
Keputusan Menhut No 160/
MenhutT12004, Sebagian
wilayah lantas kawasan
ditetapkan sebagal hutan
wisate., Darl hutan wisata,
seluas 20.271 hektare lahan
ditujukan khusus sebagai hu-
tan penelitian dan pendickan
Universitas Mulawarman, ge
perti disebutkan pasal empat
8K tersebut,

Sedangkan masuknya tam-
Dang di wilayah Tahora, se-
pertl dijelaskan Dinas Kehu-
tanan Kalfim, bermula ketika
Tahura ditetapkan sehagai
hutan wiseta pada 1991. Ada
hetidaksesuaian antara SK
Menhut 2701991 dengan be-
rifa acara tata bates. Terda:
pat perbedaan luas antara SK
dengan lampirannya, Sesual
[ampiranSK luas Tahuraada-
Iah 8180 hektare. Padahal,
menurut ata batas, luas Ta-
hura lebih darf by,

Lampivan 8K inilah (yang
luasnya 61,830 hektare) yang
kemudian dipakal pemerin-

dikeluarkan Pemkab Kutai
Kartanegaradi sekeliling Ta-
hura. Mengetahuiitu, dilakn-
kan reposisi dan pengukur-
an {afa batas ulang, Sampai
akhirnya, pada 29 September
2009 Menhut mengeluarkan
SE 817/ Menhut-12009 yang
menetapkan kawasan Tahu-
ra seluas 67,766 hektare,

Berfambahnys luasan 5,926
bektare kemudian menyebab-
bian 13 izin tambang yang ta-
dinya sudsh sangat “mepet”
Tahura, menjadi masuk hu-
tan honservas tersebut, 8K
57712009 yang ditandatangani
Menbut MS Kaban menyebut-
an, zinyang elahditerbitkan
pemerintah pada areal bukan
kawasan hutan berdasarkan
Lampiran Keputusan Menterd
Kehutenen 270Kpts- 101991,
dan menurut SK 577 ini men-
Jadi kawasan hutan, tetap
herleku sampai fzinnya ber-
akhi,

Direktur Eksekutif Wahana
Lingkungan Hidup (Walhi)
Kaltim Tsal Wardhana mene-
gaskan, pihaknya sangat me-
nyesalkan tindakan Menhut
Malem Sambat Kaban menge-

i Tahura, termasuk zin jalan
tambang di dalam Tahura
ungkapnya,

Selain dikeliing] tambang,
figa jalan hauling juga melin-
tas di dalam Tahura. Kepala
Bidang Pemhinaan dan Perfin-
dungan Hutan Dishut Kaltim
Sigit Budi mengatakan, ada
tiga jalan hauling. Di utara,
satu jalan sepanjang 9.7 kilo-
meder, di selatan dua dengan
masing-masing 65 kilometer
dan 85 kilometer.

Sedikitaya 13 perusshaan
fambang mengajukan izin
pengaunaan jelan ini, Dasar
hukumnya adalah Peraturan
Menhut Nomor 19 Tahun 2004
yang memungkinkan pems-
kaian jalan di dalam kawasan
hutan. Ttumelaluioptirmalizasi
pengelolaan Tahura melalui
kolaboras! pemanfaatan jalan
k- HPH. Unmul, kata kepala
PPHT Chandra Dewanaboer,
telah menarik diny dart kerja
saa i sejek beberapa tahun
{alu karena dinili bertentang-
an dengan peraturan, ‘ata
Bira Hukum Kemenhu, tidak
holeh holaboras it dengen per-
tarnbangan,” uturnya. (felfi)
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Chandra: Kami
Sudah Capek
Lapor Polisi Sog? Tahura
Tak Ditindaklanjuti

SAMARIN-
DA-Perzsoalan
ﬁ.{i.ﬂﬂ}'ﬂ tam-
bangbatu hara
di kawasan
Taman Hutan
Raya{Tahura}
Bukit Suharto
sepertinya
tak dianggap
seriug  oleh
pemerintah.
Universitas Mulawarman { Unmul ) Sa-
marinda sudah melakukan hebér.:_ipa
usaha agar maszalah itu diselesaikan.

COKKE

C Dewanaboer

Baca CHANDRA. . Hal 10



Il CHANDRA...
(Sambungan dari hal 1)

Tapi ternyata tak kunjung
selegai, sampai Unmul “keha-
bizan energ®.

“Kami sudah eapek,” kata
Kepala Pusat Penelitian Hutan
Tropis (PPHT) Unmul Chandra
Dewanaboer. Kalimat singkat-
nyva beraroma pesimistis vang
amat kuat. Priaitu tampaklelah
menjawabpertanyaan harianing
tentang tambang di Tahura.

Dia mengatakan, PPHT per-
nah melaporkan hal itu kepada
pihak kepolisian, baik Polresta
Samarinda maupun Polda Kal-
tim. Laporan itu dilayangkan
tahun 2005 silam. “Pernah di-
panggil, diperiksa sampai jam
8 malam. Setelah itu tidak ada
kabar apa-apa.” ujarnya.

Keotikalaporan ke Polda, kata
Chandra, disuruh ke lapangan
(Tahura), “Itu kan pakai biaya,
kami tidak punya itu”* tam-
bahnya. Dia juga mengatalean,
pihaknya sudah mengajukan
semacam biaya advokasi untuk
masalah ita kepada Rektorat
Unmul, tap: belum dapat re-
gpons,

Ketika ditanya lebih lanjut
tentang apa yang akan dilaku-
kan Unmul untuk membantu
penyelesaian masalah  ini,
Chandramenunjuk Rektor Un-
mul Zamruddin Hasid. “Kami
sudah rapat dan memutuskan
untuk masalah ini. Pak Rektor
yvang akan memberi keterang-
an,"” katanya.

Dihubungiterpisah, Zamrud-
din mengatakan, kewenangan
Unmul tidak sampai di situ.
“Kamihanya punya izin melak-
sanakan penelitian diTahura”
ujarnya. Dia menambahkan,
Unmul harus menjaga kredibil-

itasnya sebagai lembaga pen-

didikan. *Halau LSM mungkin
biza melakukan lebih,” kata-
nys.

Upaya tersebut semizal
mengadu ke Menhut Zullafh
Hasanataumelakukan tindak-
an hukum seperti melaporkan-
nva ke penegak hukum. Menu-
rut Zamruddin, para rimbawan
Juga bisa bersatu mengupaya-
kan hal itu. “Tapi jangan asal

carakamn hal itu. Nantinya, kata
Zamruddin, akan ada pemetaan
ulang oleh tim darl pusat. Se-
telah itu, mungkin akan lebih
terang falkta tambang-tambang
mana yang melanggar wilayah
Tahura dan harus segera dihen-
tikan operasinya.
TAK TERIMA DUIT
Sementara itu, ketika dikonfir-
mask goal rekomendasi vang per-

ngomong. Harus disertai datd? nah diberikan Unmul atas peng-

dan fakta.” pesannya.

Beperti diketahui, masalah
tambang ini berawal dari tu-
runnyaSK Nomor 577 Menhut-
1142009, T dalam SK tersebut,
ditetapkan B7.766 hektare ka-
wasan'Tahura, ataubertambah
5.926heltare darilampiran SK
Menhut 270/1991 yang hanya
61.850 hektare.

Akibatnya, tambang-tam-
bang di sekeliling Tahura vang
karena keluarnya SK menjadi
maguk Bukit Soeharto. Tapi,
kepulusan itu juga menvyata-
kan, tambang-tambang terse-
buttetapdibolehkan beroperasi
hinggaizin berakhir. Sehingga,
peruzahaan tambang tetapber-
operasi di Tahura,

Zamruddin mengatakan,
vang dilakukan Unmul saatini

hanya berusaha meminta hak
penuh atas pengelolaan Tahu-
ra. dJika hak itu didapat, Unmul
akan melakukan rehabilitas:
atas hutan yvang rusak akibat
tambang. “Ini sekaligus tan-
tangan bagi kami.” tuturnya.
Dari wilayah Tahura yang
B67.776 hektare (sesuai SK
Menhut 577/2009), luas vang
dikelola Unmul adalah 20.271
hektare untuk penelitian “Saat
ini prosesnya sudah sampai
di Menhut, sudah dirapatkan
juga di sana (Kementerian Ke-
hutanan, Red.),” katanya.
Pihak Unmuljuga sudahdiun-
dang ke Jakarta untuk membi-

gunaan jalan hauling di Tahura,
Zamruddin membantahnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang
Pembinaan dan Perlindung-
an [Mnas Kehutanan Kaltim
Hutan Sigit Budi menjelas-
kan, untuk alur izin Aouling,
diawali oleh perusahaan yang
mengajukan kepada Dhishut
Kaltim. Kemudian, jika dise-
tujui Gubernur, dikeluarkan
rekomendasi. Setelah itu, re-
komendasi diajukan ke Kemen-
terian Kehutanan (Kemenhut),
Melalui Direktorat Jdenderal
Perlindungan Hutan dan Kon-
servasi Alam (PHEA) Kemen-
hut, dikeluarkan persetujuan
penggunaan jalan,

Selain kepada Dishut, perusa-
haan juga meminta rekomendasi
kepada UniversitasMulawarman
iUnmul) Samarinda, di mana
hutan konservasi mereka di Ta-
hura dikelola Pusat Penelitian
Hutan Trof ¢ (PPHT) Unmul.
"Universitas pasti tahu tentang
penggunaan jalan karena mereka
membalas surat dari perusahaan
berisi tidak berkeberatan atas
penggunaan hutan,” kata Sigit,
sembarimenunjukloan suratyang
dimaksud.

“Kami tidak pernah kasih izin
itu. Rekomendasi apa?™ tanya
Zamruddin. Dia pun menyata-
kan, Unmul tidak pernah men-
dapat vang dari perusahaan-
perugahaan tambang yang ber-
operasi di Tahura. (wandji)
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Sigit

ahaantambang

'Iﬂhﬂﬂﬁﬂﬁlamean Hutan
o, Namun ﬂEm]klﬂ.ll

slgn; Budi. Dia m&qﬂaﬂmn g
d’iﬁ'ﬂﬁl’lﬁﬂﬁhﬂhm terbitnya surat keputusan (SK)

WTahmmgmeepadaEuiﬁum
menguraikan

mengapa terbit konsesi tambang
Baca DISHUT... Hal 10 ©

H DISHUT...
(Sambungan dari hal 1)

Sebelum ditetapkan sebagai
Hutan Wisata Alam Bukit Soe-
harto melalui SK Menteri Kehu-
tanan 270/Kpts-11/1991 pada 20
Mei 1991, heberapa tahapan le-
bih dulu dilewati. Drantaranya,
tahap penunjukan dan peng-
ukuran tata batas pada 1939
yang dituangkan dalam berita
acara penetapan tata batas.

Permulaan dari masalah
adalah ketika ditetapkan se-
bagai hutan wisata, diketahui
ada ketidaksesuaian antara
SK Menhut 270/1991 dengan
berita acara tata batas. Terda-
pat perbedaan luas antara SK
dengan lampirannya. Sesuai
lampiran 8K, luas Tahura ada-
lah 61.850 hektare. Padahal,
menurut tata batas, luas Ta-
hura lebih dari itu.

Lampiran SK inilah (vang
luasnya G1.850 hektare) yvang
kemudian dipakal pemerin-

tah daerah mengeluarkan izin
tambang. Pertengahan dekade
2000, puluhan zindikeluarkan
Pemkah Kutal Kartanegara di
sekeliling Tahura.

Mengetahul ada perbedaan
luasan dalam satu SK1tu, dila-
kukan reposist dan pengukur-
an tata batas ulang. Sampai
alchirnya, pada 29 September
2009 Menhut mengeluarkan
SK 577/Menhut-11/2009 yang
menetapkan kawasan Tahura
seluas B7.766 helitare. “Peng-
ukuran ulang sudah secara
digital. Kira-kiraluasnyasama
dengan pengukuran tata batas
pada 1889 yang masih manu-
al,” ungkap Sigit.

Bertambahnya luasan 5.926

hektare im1 kemudian me-
nyebabkan sedikitnya 13 1mn
tambang yang tadinya sudah
sangat“mepet” Tahura, menjadi
masuk hutan kenservasi terse-
but.“Jikamenurut SK277/1981,
izin tambang itu di luar Tahura,
begitu terbit SK 577/2008, jadi-
nva di dalam.” terangnya.

Adapun vang menjadi kunei
ahsahnyaperusahaantambang
itu beroperasi, ada didalam SK
5T7/2009 yang ditandatangan:
Malem Sambat Kaban, Men-
hut saatitu. Pada poin keempat
huruf (b}, keputusan itu ber-
bunyi, “Izin vang telah diter-
bitkan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah yang sah
yang berada pada areal bukan
kawasan hutan berdasarkan

Lampiran Keputusan Menteri

Kehutanan 270/ Kpts-11/1991,
dan menurut keputusan ini di-
tunjuk menjadi hawasan fu-
tan, masif tetap berlaku sam-
paiizinnya beralthir,

Diwartakan, Komisi 11 dan
Komasi [11 DPRD Kaltim, pada
Kamis(30/6), menginspeksimen.
dadak enam dar1 21 perusahaan
tambang batu bara di sekitar
Bukit Soeharto, Diketahui, 15
sampai 40 persen area perusa-
haan mencaplok Tahura.

Walkil Ketua Komist [ITDPRD
Kaltim Darlis Pattolongi menga-
takan, seharusnya aktivitas itu

ditertibkan, termasuk daerah
buffer zone (zona penyangga),
mengacu UL 4/1999 tentang Ke-
hutanan jo UU 192004, serta
UU 32/2008tentang Perlindung-
andan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Darlis menegaskan, pengu-
saha jangan mencoba berlin-
dung pada ‘paradoks substan.
sial'atas dua SK Menhut yalni
SK Menhut No270 Tahun 1990
dan SK Menhut No 577 Tahun.
2009. Intinya aparat penegak
hukum harus menindak tegas
penyimpangan.

HAULING JUGA SAH

Bagaimana dengan jalan
hauling di dalam Tahura vang.
mendapat izin pinjam pakai?
Sigit menjelaskan, saat ini ada
tiga jalan hawling di dalam Ta-
hura. Di utara, ada satu jalan
sepanjang 9.7 kilometer. D1 ba-
gian selatan, ada dua dengan
masing-masing 6,5 kilometer
dan 85 kalometer. D1 samping
itu, terdapat dua stockpile (tem-
pat penumpukan) batu bara di



dalam Tah Sl
hehﬂtapa peruﬁah&a‘.ﬂ_

hutan (HPH), Tahura dulun}*a
hutan produksi. Perusahaan
HPH pernah beroperasi di
sana. “Kalaustockpile, dulunya
log pond (penampungan kayu b
bulat),” imbuhnya. nhut). |
Sedikitnya 13 prruaﬁhpﬁn dende
tambang mengﬁ;u
penggunaan jalan ini. ﬁ?m
hukumnya aﬂ&l‘&h Pﬂﬂtuﬂ
Menhut Ncrmm: lﬂ-TﬂhHhEﬂﬁﬁ
yang memunglkinkan pemakai-
“an jalan di dalam kawasan hu-  dasi kepada Universitas Mula-
tan. ltu mnlahu ‘optimalisasi WArman _fUMﬁ,mm
pengelolaan Tahura melalui di mana hutan konservasi
kolaborasi pemanfaatan jalan mereka di Tahura &tkahlg
eks-HPH. Pusat Penelitian Hutan Tropis
Gubernur Kaltim AwEug {PPHT} I,Int:mL “Umwﬁnlﬁg
Fau‘ﬁak aazl'ﬂumnva menegaz-  pasti tahu t&ni-q.ng e
kan, izin ]ahm hauling batu  an jalan karena mereka mem-
bara di dalam Tahura. jika balas surat dari pﬂm&ﬂﬁﬁn
pun dikeluarkan pihaknya, din  berisi tidak berkeberatan atas
“akan meneliti, “Kalau memang  penggunaan hutan, kata Sigit,
bertentangan, va dicabut (izin sembari menunjukkan surat

da peru
Eahaanjqng&mmmnﬂ{dmﬁ‘ﬁ
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DPRD-Gubernur Ogah
Surati Menteri Kehutanan

SAMARINDA- Angpota Komizi 111
DPRD Kaltimm meminta I{E;p{:lisian THl -
lskukan penvelidikan atas heroperasi-
nvabeberapa perusahaantambang batu
bara di kawasan Taman Hutan Raya
{(Tahura) Bukit Secharto.

“Informasi dam media, temuan LSM
dan dari Unmul sadah cukup bagi
aparat untuk memulai penyehdikan.”
kata anggota Komisi 11 Andi Harun.

DOew P

Andi Harun Baca DPRD-GUBERNUR... Hal 10



l DPRD-GUBERNUR..
(Sambungan darf hal 1)

Dia menjelaskan, penegakan
hukum ataskegiatan eksploitasi
batu bara di kawasan tersebut
akan memperjelas persoalan,
“Dari sty akan menyentuh goal
8K Menhut atau SK [UP-nya”
wjar politisl Partai Patriot

Seperti diwartakan, sejum-
lah perusahaan tambang di-
izinkan beroperas di kawasan
yang termasuk Tahura, Dasar
hukum yang digunakan ada-
lah SK Nomor 577 Menhut:
[1/2009. Di dalam SK tersebut,
ditetapkan 67.766 hektare ka-
wasan Tahura, afaubertambah
5.926 hektare dari lampiran 5K
Menhut 270/1991 yang hanya
61850 hektare,

Akibatnya, {ambang-fam-
beng i sekeling Tahura yang
karena keluarnya SK menjadi
masuk Bukit Soeharto. Tapi,
keputusan itu juga menyata-
kan, tambang-tambang terse-
but tetap dibolehkan heropera-
a1 hingga iz berakhir. Sehing-
ga, perusahaan tambang tetap
beroperasi di Tahura,

Retua Komite IDPDRIBarn- ~ Dengan begity, kafa di
hang Susil berpendapat, e proscmyﬂm%madllebﬂasgder ; }alur fas” menyurati M
fknya ada iisaif dar daerah  ana dan cepat, Bukanhinya teri Kehutanan, sehub
untuk memberitahu Manhut itu, tapi banyak kepentingan K Menhut yar
agar mengkajl ulang 8K vang masyarakat Kaltim, misalnya as tan
dlkeluarkandlmasaMEK{% APBN dan halhal lamﬁya hurs.
menjabat sbagaimenterl,  yang bersifat stoategs bagi

‘Secara administrasi pe: kepentingan p&mhaﬁgméﬁfr |
merintahan yang benar, Pak Kaltlm yaugmma@tmyasegm&

membuat surat kapada Men DED 15 Ka]tun, urat Andy
hut yang ditembuskan pada  Sementaraitu, angsota Konis H
wakl rakyat, jelasnya, I inny, Sudamomengatakan, urs,

Atau, lanjut Bambang, DPRD ustm SK Hupah (terkmtpem p&ﬁ un

Kaltim yang berkirim surat e
DPR-RIditembuskanke DPD-RL
“Kebetulan saya ketua Komite Il
yang domaimnya kehutanan, jadi
bisasaya panggilunfuk menjelzs

kan kenapa dikebuarkan SK iy,

siapa yang mengeluarkan, dan
seagainya,” terangnya.
Menanggapimastkanity, Andi
Harun mengetaan, duaope
sebenarmyabisadilakukan, Tapt
Kalau memurat saya, dilaksang:
kan secara paralel saja. DED)
fidskharasmenungusuratdan
Gubernur atau DPRD. Anggota
DPD bisa langsung melakukan
inigiasi untuk mengkonfirmasi

langsung dengan kementerian

terkatt”jelasnya.

“Gubernur hlsa memanggl bu léﬂ{b
pati untuk it katanya. undang-

Dari pantavan langsung ﬁh&tﬂlﬂlﬁ,
l{ummmkeTahmhhmp& ﬂamm

m&mang ada ratugan heltare leaﬁ‘ |
kawasan Tabura yang dita  Daril3
mbang, “Harus dilihat duly,
masuknya karena SK Menhut 5
it atsu memang kavena me-

nymbot Katanya,

menyerobot kawasan Tahura, hah&ﬁanRTRW.l
menurot pohtm PDIP in, Ult]en F&?ﬁﬂ&.,, g

nn tangan !
(rubernur Kaltlm Aw;ng

Fanek ek mengasken, i 4
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B GUBERNUR....
(Sambungan dari hal 1)

Atau hertambah 5.926 hek-
tare. Disesalkan, 8K tersehut
tetap membolehkan tambang-
tambang vang masuk karena
teritnya 8K 577/2009 (di da-
lam wilayah 5.926 hektare itu)
tetap beroperagi hingga izin
bernkhir, Sedikitnya belagan
izin usaha pertambangan bey-
ada di dalam Tahura karena
terbitnya SK i,

Ditanya seal tiga jalan vang
dulunya digunakan perusa-
haan pemegang halk pengu-
sahaan hotan (HPH), Faroek
menyatakan, rekomendast me-
mang herasal dar pemprov.
dika sebataz rekomendasi,
katanya, selama penggunaan
jalan itu tidak mernsak ling-
kungan dan tidak dibangun

jalan baru, Pemprov Kaltim
memberikan rekomendags, “ltu
tidak bertentangandenganper-
aturan, Tapl vang memberikan
izin pinjam pakai, keputusan
akhirnya kan tetap di Kemen-
terian,” ungkapnya,

Farpek jugza mencerita-
kan, bazaimana Tahura dulu
ditetapkan, Dulunya, Tahura
adalah hutan produksi, Ketika
Faroek menjadi Pembantu Re-
ktor di Universitas Mulawar-
man (Unmul), Bektor Unmul
Sambas Wirakusumah meng-
usulkan supaya kawasan ini
ditetapkan menjadi kawasan
hutanpendidikan dan peneliti.
an."Waktuitu, Unmulbersamg
dengan IPB{lnstitut Pertanian
Bogor) dan universitas dari
Jogakarta. Lalu, Unmul vang
menang. Karena presidennya
waktu itu Pak Soeharto, jadi-
lah namanya Bukit Soeharto,”

jelas dia.

Tentang tambang disekitar
Tahura, Faroek mengatakan,
kewenangannys ada di Pem.
kab Kutai Kartanegara (Ku-
kar). “Saya sudah berulang
kali bertemu dan meminta
supava tambang jangan sam-
pai merusak lingkungan, Ter-
masuk di Samarinda. Sava
barn bertemu Pak Jaang
{(Wali Kota Samarinda Sya-
harie d aang) dan meminta su-
paya diusut tuntas kejadian
vang menyehabkan hilangnya
nyawa tiga nak di Sambu-
tan,” tuturnya.

Sementara soal SK Menhut
vang bertentangan dengan UU
41/1999 tentang Kehutanan,
Faroek mengatakan, dirinya
juga heran dengan hal terge.
but.

Sebelumnya, anggota Komisi

11 DPRD Kaltim Andi Harun

mengatakan, 3K Menhut yang

membolehkan aktivitas tam-
bang di dalam kawasan hu-
tan bertentangan dengan UU
411999, “Ada azas yang ber-
bunyt, “lex superiorderogai legs
inferiors.” Artinya, peraturan
hukum vang lebih tingel me-
ngalahkan peraturan vang le-
bih rendah, Undang-Undang
4111999 jelas jauh lebih tinggi
dart SK Menter! dalam hier-
arll sistem hukum nasional.”
terang Andi Harun,

DPRD Kaltim, pasti Andu
Harun, sedang mendalami
permasalshan in. Disebutkan,
dalam UU 411999, kalaupun
menambang di kawasan hutan
hanya dibolehkan dengan sis-
tem underground mining atau
tambanghawsh tanah. Semen-
tara seluruh perusshaan yang
beroperasi di Tahura menam-
bang dengan epen pit atau ter-

buka.

Masuknya tambang di
wilavah Tahura ini, seperti
dijelaskan Dinas Kehutanan
Kaltim, bermula ketika Tahu-
ra ditetapkan sebagal hutan
wigatapada 1991, Ada ketidak-
gesuaian antara SK Menhut
270/1991 dengan berita acara
tatabatas, Terdapatperbedann
luas antara SK dengan lampi-
rannya: Sesual lampiran 5K,
luasTahura adalah61.850 helk-
tare. Padahal, menurut tata
batas; luas Tahura lebik dan
1t

Lampiran SK inilah (vang
luasnya 61 850 hektare) vang
kemudian dipakai pemerin-
tah daerah mengeluarkan 1zin
tambang. Pertengahan dekade
2000, puluhanizindikeluarkan
Pemkab Kutai Kartanegara di
sekeliling Tahura, Mengeta-

hui 1tu, dﬂakukm reposist dan

pengukuran tata batas ulang.
Sampaiakhirnya, pada 20 Sep-
tember 2000 Menhut El:mngelsl-
arkan SK 577/Menhut.I1/2009
yangmenetapkan kawagan Ta-
hura seluas 67,766 hektare,
Bertambahnya luazan
5.926 hektare kemudian me-
nyebabkan 13 izin tambang
jrang tadinya sudah sangat
“mepet” Tahura, menjadi
masunk hutan konservasi ter-
sebut. SK 577/2009 yang di-
tandatangani Menhut MS Ka-
ban menyebutkan, izin yang
telah diterbitkan pemerintah
pada areal bukan kawasan
hutan berdasarkan Lampiran
Keputusan Menter: Kehus
tanan 270/ hpts-11/1991, dan
menurut SK 577 ini menjadi
kawasan hui;:w1 tetap berlaka
sampai izinnys berakhir.
Helain d.lkelﬂmg;l tﬁmhmlg
tiga jalan hauling juga melin-

'ﬂ.ﬂlﬁ .yang_- mmn ﬁk‘ﬂ: ]
pemakaian jalan
kawasan hutm;?_ |
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Harusnya Gubernur Bersurat ke Menhut
NPD Siap Kawal Pencabutan SK Tamhang di Tahura

SAMARINDA- Agar leinginan
kaji tlang Surat Keputusan Menteri
Kgliumﬂm (8K Menbuf) terkait iz
{ambang di Taman Hatan Raya (Ta
fure) Bukit Soeharty terwojud, De.
wan Perwakilan Daerah (DPD) agal

H HARUSNYA ....
(Sambungan dari hal 1)

“¥ang namanya Tahura
tidak bisa diperuntukkan un-
tuk vang demikian (tambang,
Red )" keatanya,

Lalu, hagaimana agar Men-
bt Zulkifls Hasan mendengar
keluhan dari Kaltim m? “Se-
cara admimstras) pemerin-
tahan yang benar, Pak Gub
(Awang Faroek, Red.) bisa
membuat surat kepada Men-
hut vang ditembuskan pada
wakil rakyat,” jelas Bambang,

Atau, lanjut Ketua Komite
I DPD ini, DPRD Kaltim
yang herkirim surat ke DPFR.
BRI ditembuskan ke DPD-RI.
“Kebetulan sava ketua Komite
Il yang domainnya kehutanan,
jadi biga gava panggil Menhut
umtul{ menjehskﬂn kenapa {i]‘.'
keluarkan SE itu, siapa yang
menge]uarka‘n. d?ﬂl sehﬂgﬁain-
va,”" terang Bambang.

Diﬁ menam bahkan‘ SBI:I(‘.EDEI .

nva jalur pemprov lebih baik,
“Pemprov kan hirokrasinya
ada ke Menhut langsung,” ka-
tanya,

Seperti beberapa kal diwar-
takan, zejumlah peruszahaan
tambang duzinkan beropera-
a1 di kawazan vang termasuk
'Tnhum. rjnsmr htﬂium }'al‘lH
digungkan adalah SK Nomor
577 Menhut- 1142009,

Di dalam SK tersebut,
ditetapkan 67.766 hektare ka-
wagan Tahura, ataubertanybah
5.096 hektare darilampiran SK
Menhut 270/1991 vang hanya
61.850 hektare.,

Akibatnva, tambsangtam.
bang disekeliling Tahura yang
karena keluarnya SK Nomor
577 Menhut-11/2009 menjadi
masuk Bulkit Socharto, Tapi,
keputusan itu juga menyata-
kan, tambang-tambang terse-
but tetap dibolehkan beropera-
s1 hingga 1zin berakhar,

Ketua DPRD Kaltim Muk.
min Faisjal heran, SK yang
membolehkan gejumlah tam-

hang -yang masuk Tahura ka-
rena perluasan wilayah- tetap
boleh heroperasi. Apalagi,
hingga kint 1210 pmyam paka
untuk pembangunan jalan tol
Juga belum dizetujul Menhut,

‘Menjadipertanyaantentang
komitmen menjaga Tahura Ja.
lan tol dilarang tapl tamhang
tetap jalan. It keanehan, Pa.
dahaltolkan untul kepenting.-
anrakyat, sedangkan tambang
hanya bagl pengusaha.” tutur
Mukmin.

Jalan tol sepanjang 99 kilo-
meter dari Dalikpapan menuju
Samarinda yang masih dalam
pembangunin ini, melintasi
Hutan Lindung Sungai Mang.
gar dan Tahura Bukit Soehar.
to, NIL"HU!'UL PEreNCAnaannya,
megaproyek yang memerlikan
dana pembangunan Rp 6,25
triliun itu melintasi Tahura di
duabagian, Diselatan Tahura,
memotong sepanjang 3,46 km
dan di utara 21,61 km.

Sebelomnya, Direltur Ek-
sekutif Wahana Lingkungan

Kaltim akan membantu memfasilitast.  menegaskan, SK Nomar 577 Menhut-
Tetap, surat permohonan tetap harus 112000 vang dikelvarkan MS Kaban
diajukan oleh Gubermur Kaltim Awang  (Menhu: saatatul, jelas menyalahi UU
Faroek Ishak atau DPRD Kaltm,
Demikiandisampakan anggotaDPD
Kattim Bambang Susilo, pekan b, Dia

411999 tentang Kehutanan.

Baca HARUSNYA... Hal 10

Hidup{Walhi Kaltim [zal Ward-
hana mengatakan, 8K Menhut
yang bermasalah itu harus diuji
dalam putusan pengadilan yang
bersifat tetap,

Jika ternyata memang me-
nvalahi UU 411999 tentang
Kehutanan, menurut lzal, Bu-
pat1 Kutal Kartanegara Rita
Widyagari harus menea but izin
perusahaan-perusahaan tam-
bang yang melanggar kawasan
Tahura.

Sementara, menurut
pengamat hukum Universitas
Mulawarman Sarosa Hamon:
gpranato, jalan terbaik adalah
mendesak Menhut Zulkifli
Hasan melakukankajian ulang
atas SK yang diterbitkan di
masa M5 Kaban menmahat
Menhut.

*Gubernurharus ada kebera-
nian mengirim surat ke Men:
hut, mengusulkan peninjauan
kembali SK itu. Entah nanti-
nya divevisi atau dicabut, biar
menteri yang memutuskan,”
jelagnya (wanfji)
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Menhut Sudah Tahu Kerusakan Tahura

DPD Janjikan Bicarakan dengan Kapolri

SAMARINDA- Rupanya, bukan
hanya Pemprov Kaltim dan Pemkab
Kukar yang lambat mengatasi perso-
alan tambang di Taman Hutan Raya
(Tahura) Bukit Secharto yang melang-
gar Undang-Undang (UU)itu, Masalah
ini sebenarnyasudahsampaidi Kemen-
terian Kehutanan. Tapi, belum juga ada
zolusi sampai saat ini.

Politizi Partai Amanat Nasional
(PAN) Darlis Pattalongi mengata-
kan, kabar rusaknya Tahura oleh
tambang sudah disampaikannya se-
cara nonformal ke Menhut Zulkifli
Hasan yang juga berasal dari partai
Vang sama.

Baca MENHUT... Hal 3



Eﬁmhut ditetapkan67.766
hektarekawasan Tahura, atau
bertambah 5.926 hektare dari
E:IWPMIEKMEEL'IM 270/1991

ah  yang hanya 51.850 hektare.
' Aﬁfb&ﬁn}:a, tambarg-tam-

p}pﬁﬁ}s&n it _]11g§=. mﬁn}rﬂt

: a’tmtambmg-tamhangterse-

Yakni, hicara langsung denzan
Kapolri Timur Pradepo men-
genai persoalan hukum di Tahu-
. “Ya, saya akan speak-speak
 Kapolri,” janjinya.

Bamhang setuju hahwa SK
Nomor 577 Manhut-IT/2009
tersebut bertentangan dengan
T 41/1999 tentang Kehutan-
an, Dalam UU itu disebutkan
bahwa docrah konacrvosi tid-
ak boleh diperuntukkan bagi

lain, apalagi tambang.

" Se umnya,anggntaKumlm
Hlmﬂﬂmﬁn& Harun
mﬂnyarankan aparal segera
warun tangan dalam hal ini.
“Informasidari media, temuan
LSMdaiidariUnmulmﬂahcu-
zup bagi aparat untuk memu-
‘ai penyelidikan "katanya. Dia
menjelaskan, penecakan hu-
kum atas kegiatan eksploizasi
balu bara di kawasan lersebul
akan memperjelas persoalan.

Kepala PPHT, Chandra De-
wanaboer merg_alm pernah
melaporkan soal tambang di
Tahura kepada pihak kepoli-
gian, haik Polresta Samarinda
maupun Polda Kaltim. Lapor-
an1tud11ayaﬂgkantahuuﬁllﬂﬁ

silam. “Pernah dipanggil, di-
veriksa sampai jam § malam.
Setelah itu tidak aca kabar
apa-apa,” ujarnya.

Sementara itu, dari DEHL
sendiri sampai saat ini beluom
mengeluarkan sikap resmi
atas masalah ini. Menurut
Andi Harun, masih dibahaa
‘nternal komisi. Sementara
Dahrimengatakan, vangmem-

buat agak lama adalah karena
masaah ini ditangani lintag
komisi, yakni Komisi II dan
Komisi 111

“Kalau satu komisi saja
mungkin lebih cepat. Tapi mu-
dah-mudahan lah biss secepat-
aya disampaikan ke pimpinan
gar segera ada sikap resmi

RD,” ujarnya. (wan/zal)
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H PEMPROV ....
(Sambungan dari hal 1)

Setelah masalah tata hatas dise-
lesatkan, lawut alumnus Fakultas
Eehutanan Universitas Mulawar-
man (Unmuliin, bam pemerintah
biza meninjau kembali segala per-
izinan di dalam Tahura,

“Dari situ bisa diambil keputu-
san-keputusan. Butuh hitam diatas
putih untuk membuat rekomen-
dasi dari kabupaten dan provinsi
berkartan dengan 12in-zin tambang
iru, Kemudian baru diajulcan ke Ke-
menterian Kehutanan” jelasnya.

leal mengatakan, sebenarnya
1zin tambang di Tahura jelas-jelas
metanggar Ul No 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Tapi, tetap perla kajian ilniah
vang ditindaklanut dengan reko-
mendasi formal wntuk mencabut
izin-izin tersebut,

Sehelumnva, Ketua Komite [l
DEDRI Bambang Susilomenvaran-
kan Gubernur Awang Faroek [shak
untuk menyuratl Menteyi Kehu-
tanan, meminta pengkajian ulang
atag SK Nomor 577Menhut-[12009.
Di dallam SK tersebut, ditetapkan
67,760 hektare kawasan Tahura,
atau hertambah 5926 hektave dari
lampiran SKMenhue 270/1 451 yang
hanya 61.850 hektare. Alabatnya,
tambang-tambang di sekeliling Ta.
hura yang karena keluarnya SK
memjadi masuk Bulat Soeharto.
Tapt, keputusan itu juga menyat-
akan, tambangtambang tersebut
tetap dibolehkan beroperasi hingea
izin berakhir. Sehingga, perusa-

haan tambang tetap beroperast di
Trhura,

Menanggapi saran itu, Awang
mengatakan, divinya tidak akan
mengambil “jalur pintas” menyu-
rati Menteri Kehutanan, Dia ber-
pegang pada jalur pembahacan
rencana tata ruang wilayah
(RTRW) Kaltim yang saat i me-
masuki tahap akhir.

Izal mengatakan, jika menung.
gu RTRW disahkan, mash cukup
lama. "Belumi™atu tahun ini dizah.
kan, karena masih ada perdebatan
luasan kawasan yang akan dikone
versi,” ujarnya.

Menurutnya, jangan justeu sa-
linglempartanggungjawab.“Ka.
lau mau tezas. bikin rekomendas
untuk mencabut izin tambang,”
katanya. lsal bercuriga, jangan-
jangan keinginan kaji ulang atas

SK bukanmya untuk menutup
tambang di sana, melainkan un-
tuk melegalkannya.

Pernyataan senada dilontarkan
Dinamizater Jaringan Advokasi
Tambang (Jatam) KaharAl Bahi,
[ia mengatakan, jika tak ingin po-
lemik berpanjangan harus segera
diadakan pertemuan antara peru-
sahaan tambang di sana, DPRD,
Dishut, Distamben, Gubernur,
dan Unmul. “Untuk mencocokkan
data dan audit perizinannya, yang
terbukti melanggar, langsung di-
cabut,” tegasnya.

Lalu, siapa vang harus beri
nusiatif atas itu? “Gubernur atau
Komis: 11 DPRD. Yang penting
ada yang mulaibertindak, jangan
cuma berpolemik saling lempar
tanggung jawab,” war pria yang
akrah disapa Ocha ini. (wanfji)




15JULI 2011 - RITA BISA TERSERET HUKUM

Tambang di Tahura Harus Dicabut Izinnya

tha Bisa Terseret Hukum

SAMARINDA- Persoalan tambang di kawasan
Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Socharto sehe.
narnya tinggal menunggu political will dari Bupat
Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. Dia punya
kewenangan mencabut izin tambang yang melanggar
UU 4171999 tentang Kehutanan.

Hal itu ditegaskan Dinamisator Jaringan Advokasi
Tambang {Jatam) Kaltim Kahar Al Bahr, Kamas (14/7)
kemarin. Dia mengatakan, mungkin Rita memang tidak
:lkﬁn tﬂl'jﬁr:.lt. lTEF]S,PlIEI!'l J'HJI'C'L'IU'I LCEll"E"l’]:i 'E}El'ﬂbf'_‘l'iﬂ.rl iZirl
tidak dilakukan di masa dia memimpmn. “Tapi kalau
bapaknya (Syaukani HR, mantan bupat: Kukar, Red.)
mungkin bisa (terseret persoalan hukum, Red ). jelasnyva.
Meskipun demikian, dia berharap Rita menunjukkan
iktikad baiknya menyelesaikan masalah ini.

DOK®F

Baca RITA BISA ... Hal 10

Rita Widyasari

B RITA BISA...

(Sambungan dari hal 1)

Sepertl diwartakan, se.
jumlah perusahaan tambang
diizinkan beroperasi di ka-
wasan yang termasuk Tahura,
Dasar hukumyang digunakan
adelah 8K Nomor 577 Menhut.
11/2009.

i dalam SK tersebut,
ditetapkan 67766 hektare ka-
wasan Tahura, atan bertam-
bah 5926 hektare darl lampi-
ran SK Menhut 270/1991 yang
hanya 61,850 heklare,

Denganterhitnys SK Nomor
577 Menhut-112009, tambang-
tambang di sekeliling Tahura
menjadi masuk Bukit Soe
harto, Tapi, keputusan itu
jogs menyatakan, tambang-
tambang terssbut tetap dibo-
lehkan beroperasi hingga izin
herakhir,

Senada dengan Kahar, Di-
rektur Eksekutif Wehana

Lingkungan Hidup (Walki)
KaltimIsal Wardhana menga-
takan, Rita wajib mencabat
izin tambang yang terbuldi
melanggar UU, Mengenai SK
Menhut yang bermazalah ifu,
dia mengatakan, harus divji
dalam putusan pengadilan
yang bersifat tatap.

Jikn terbuleti seeara hulium
bahwa SK tersebut menyalahi
UU, dan Ritd tetap membiar-
kan tambang-tambangdi sana
beroperasi, menurnt Isal, dia
juga bisa ferserel masalah
hukum, “Memang dalam hal
ini haras dilihat konteks siapa
yang mengeluarkan izinnya.
Jika bukan dia (Rita, Red.)
yang mengelarkan izin, tetap
wajib mencabutnya jita me-
langgar UU, lanjut Isal.
GUBERNUR HARUS BERANI

Sementaraitu, pakarhukum
Universitas Mulawarman Sa-
rosa Hamongpranoto mene-
gaskan, produk hukum bisa
dieabut jika berlenlangan

dengan undang-undang di
atasnya, Dia menjelaskan,
kebijekan publik itu dasarnya

adalah alazan hukum seperti
SK, Perda, U dansebagainya.

“l'api harus ada asas man-
faatnya. Sekaranghisa dilihat,
dengan dasur SK ite (untuk
metmberikan izin menambang
di kewason Tahure, Red.),
manfaatnya uncuk masyara-
kat apa? tanya guru hesar di
Pakultas llmu Sostal dan Tmuy
Politik Unmul ini,

Dia mengatekan, Bupati
Rita Widyasari mungkin sa-
ngat herhati-hati menghadapi
persoalan ini. Jika dia buru-
bury menutup atau menyetop

sementara keolatan tambang.
di sana, leata Sarosa, Rita higa
PTUN (Pengadilan
Tata Usaha Negara)-kan para

saja di-

pengusaha terkait.
Jalan terbaik, menorutrya, pe
mendesak  Menhut Zulki-

fli Hasan melacukan kajian
ulangalas SKyang diterbitkan

di maga M8 Kaban menjabat

Menhut. ‘Gubernurharusada  m

keberanian mengivim suratke
Menhut, mengusulkan penin.

jauan kembﬂh SK itu. Entah T

naniinya direvisiatau dicabut,
biar menteri yang nemutug-
kan" jelasnya,

Serosa juga menyayangkan  bilti

jika: Rita tidale menivdaldlong™
laporan Badan Pengawas Ke.

uangan (BPK) ferkait masalah  wakilat

it Padalaporan Hasil Pemerik-
saan(LHP) BPK Nomor 10LHP!
XVI22011 pada somester 11
tahun 2010 atas Pengellaan
Pertambangan Batubara dise-
hutkan ada puluhan perusahagn
tambang yangareal produltsinga
memasuk kawasan Tahura,
“Tii memang masalah
perilaku pejabat. Walaupun
BPK sudah menemukan, tapi
kalau t;dak ditindaklanjuti
pejabat publik, akhirnya ber-
larul-lartt dan jadi masalah

vang menbingungkan seperti  Hun

ini"katanyu,
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Rita Siap |
Tindak Lanjuti

BUPATI Kutai Kartanegara (Kukar)
Rita Widyasari mengaku segera menin-
daklanjutiadanyatambang batubarayang
dizebut masuk Taman Hutan Raya {Ta-
hura). Ia pun akan mengkomunikasikan-
nya dengan pihak Dinas Pertambangan
dan Dinas Kehutanan., “Kami akan kaji
kembali tentang daftar izin tambang yang

ada,” katanya.

Baca RITA SIAP... Hal 10

OOKEP

Rita Widyasari

H RITA SIAP...

(Sambungan dar hal 1)

“Baya akan mekhat juga ke-
napa hsa keluar, apalazi yang
terdaftar di Dirjen,” sambung
dia.

la wenyebal, perlu dilaku-
kan cross check terhadap hal
. Bila ada pelanggaran,
maka akan segera dievaluasi,
Namun, jika ternyata ada ak-

tivitas yang tidek terdafter
atan legal maka itu sudah
menyangkut pidana. Rita pun
mengaqu akan melaporican ke-
pada polisidalam hal in: Polres

Kukar.

“Baya bisa lebih tegas kalau
nyata-nyata ini pelangzaran,”
katanya.

Soal pendapal Gubernur
Kaltim Awang Faresk vang
menyatakan untuk segera
mencahut lzin [lsaha Peaduksi

(IUP) yang telah merusak ka-
wasan Tahura, Rita mengata-
kan, semua pelanggaran harug
ditindaklanjuti sesuai keten-
tuan yang ada,

Sebelumnya, Rita sangat
berhati-hatt meryikap soal
adanys tambang vang disebut
masukkawasan Tahurg, sebeb
p.haknya masth akan memas-
tikannya. Sehingpa tidak ealsh
dalam penpambilan langkah
selanjutnya (bomiji).




4 Juli 2011- Sebagian Besar Caplok Areal Tahura
Komisi IT dan I1T Sidak Tambang di Bukit Soeharto - i

Sebagian Besar Caplok Areal Tahura

SAMARINDA-Komisi I dan Komisi
[T DPRD Kalim, Kamis (306) mela-
kukan inspeksi mendadak (Sidak) ke
enam dari 21 perusahaan tambang batu
bara yang beroperasidisekitarkawesan
Bukit Soeharte. Dart basil sidak terse-
hut diketahui 15 persen sampai 40 per-
sen areal perisahasn tambang rersehnt
mencaplok Taman Hutan raya (Tahura)
Bukit Soehartc.

“Bebagian besar Kuasa Pertambane-
an (KP) atau [an Usaha Patambangan
(ILP) waig dipecikes avealnya meneaplok
Taurs Bukit Soeharto dengan besaran
antara 1o persen campal 40 persen,” kata
Wakil Ketua Komisl Il DPRD Kaltim
Darlis Pattolong, kemarin,

Menwrut Darlis, ada 21 perusaliaan
tambang batu bara yang beroperag di
selitarkawasan konservasitersebut. Na-
mun kavena koterbatazan waktu, komisi
1T dan komisi [T] baru sempat memeniksa
enam serusahaan tambang, yaknl PT
KaltimBatn Manurggal 1 dengan konse-
g1 aektar 1000 wekiare, CV Artha Prima
Jarn dengon kanseat sciatar 80 heltare,
PT Lembuswana Ferkasa dengan kon-
ged selatar 1A00 hektaze, FL Singlrus
Pratama dengan konsest Ibih kurang
1.000 hektare, PT Gunung Harang Se-
jaltera dengan konsesd sekitar 00 hek-
tare dan CV Energi Bumi Karianesara
dengan korsesi sekitar 200 hektare,

Diamenggaskan, karena kegiatan tan-

__bang batu bars i sehagian ada yang

P — HALTIN N HEON A AL
tidak ferpisah,

Begltu puln dengan kolum
pan 'setﬂmﬁ mnd} R

mencaplok aveal dilindungi tersehut, se-
harusnya aktivitas penambangan diarea
Tarure Bukit Soeharfo. ermasu daerah
buffer zone (2cna enyangeabijnya di
tertibkan dengan mengacu kepada UU
Nod1 tahun 1999 tentang Kehutanan jo
TITTNa 19 rabon 2004, werty 117 Mi

Taun 2009 tentarg Perlindungan dan
Pengeblian Lingkungan Hidup,
Penzuscha jangan mencob berin-
dung pada paradok substansial atas dua
8K Menhut yalmi SK Menhut No270Ta-
s 1990 dlan S Menhut No 577 Tahun
2009, Intinva aparal penegak hukum ha-
rus meaindak tegas penyimpangan yang
terjadi sesuai ketentuan Fukum yang
berlaky,"kata ketuaDI'W Partai Amanat
Nasional (PAN) Kaltim ini,
Diamengatakan, Dirjen PHEAKeren-

Rut pernsh mengeluarkan surat edaran
No 3467 Tehun 2007 yang mekirany
pengmunzan jalan untuk perusshaan
tambang di kawasan Tahura Sukit Soe-
barto, Begibu puln dengan Gubermur Kal
tim telh dua kall mengeluarkan surat
edaran yakni Noa? U T494/sk Tahua 2008
canNo 521/1875/Ek Tahun 2009tentang
lrangan kepda. siaa pu, ik b
vsaha meupun perotangas, untuk mel-
hukanaktivitas dikawasan TahuraBukit
Soeharto di luar kegiatan kehutanan,

*Namun kenyataannya, davi hasil
sitlak, semua brangan it disbaikan,”

kats anggta CPRD Kaltn asl Dol b
Kmar Kuhar

keglatan penambangsn tidak melslui B
petencanasn timbang yang mamaﬂal, Ti
terhaldar atnkmrtanlmgmmm i
pun kondisi p 4. Selain

itu, stock pile untus over b'urdeu [OB
yakni lapisan tanah (batuan) yang di- Dapil
angkat dan laplsantanah atas (topsoil)  (advi
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Unmul Sudah Mundur P

Tak Lagi Kera Soma Jalan Hauling i Tahura

SAMARINDA- Diizinkannya aktivitas tambang batn hara
yang masuk wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit
Soeharto oleh Menteri Kehutanan, disesalkan Universitas
Mulawarman (Unmul) Samarinda. Pasalnya, wilayah yang
ditam bang itu masuk dalam hutan yang dikelola universitas
dun sulit diawasi aktivitasnya,

] i Pensahaan (usulan) me Dishut Kallim me )
i GaLsbarmur | rfmans] =k Diran PHEA

| Kemenhut (perseliuuan) = Pemprov dan
Perusahaan (sural pananiian kena sama
Kolsbora.si

Sama Kolsborasi Tahura;

- Femahman jalan eks-HPH di dalam Tahura liga jalan)
B Jumizhnya 13 perianjan Untuf 13 penisahagn

B Belahu s¢lama Ima tahun dan dievaiuas! tiap lahun
& Pemproy K2tim barhak memutuekan sepihak jia

Baca UNMUL... Hal 3

yang menjadi kunei absahnya
perusahaantambangituberope.
rasi, ada di dalam SK 577/2009
yang ditandatangam Menhut
M5 Kaban, di mana poin ke
empat huruf (b), keputusan itu
berbunyt, “fzin yang telah diter:
bitkan oleh Pemeriniah atan
Pemerintah Daerah yang sah
. Jang berada pada areal bukan
i ﬁum berdasarkan
mpiran Keputusan Menieri
KEhu.tanm 270/ Kpts- 1171991,
dan menurut kepulusan i di-
tunjik menjadi kawasan hutan,
masih tetap berlaku sampai izin-
berakhir.
%t%ena.pa ada pazal itu? Ke-
tambang diizinkan di
utan? Padahal se-
ezar wilavah abuuabu
ﬁwﬂayahy&ngakk:rny& masuk
Tahura) ada di wilayah hutan
Unmul,” tutur Chandra.
Dyelaskan, 5K itu justru
egmydi model kehancuran.
Padshal, hatas-bataz vang di-
keluarkan 8K 577/2009, per-
#is dengan peta vang dimiliki
Unmul, sesuai tata batas SK
27041981,
Dart wilayah Tahum yang

h 20271 hektare.
m&ng&elaskan, batas
dulu

evaluas) lidak sesual perjanjan

pengelolaan Tahura melalui
kolaborasi pemanfaatan jalan
eks-HPH.

Selain kepada Dinas Kehu-
tanan, terang Bigit, perusa-
haan jugamengajukan permin-
taan rekomendast dari Unmul.
Balah satu perugahaan CV AC
pernah mendapat jawabanoleh
Unmul. Dari surat yang ditan-
datangaml—"lt PPHT Edi Buka-
ton yang diperlihatkan Sigit,
Unmul pada dasarnya tidak
keberatan terhadap pemalkai.
an jalan selama memberikan
kontribuzt. Namun demikian,
karena kewenangan terhadap
rekomendasi dan izin jalan
tidak di Unmvul, maka CV AC
diminta berkoordinasi dengan
Dishut Kaltim.

“Kami tidak bisa menolak ka-
renastatusdisity, Unmulhanya
pengelola hutan pendidikan,”
terang Chandra, menanggapi
hal tersebut. Dia menceritakan,
awalnya, Unmul ilut dalam op-
timalisasi pengelolaan Tahura
melalui kolaborasi pemantaa-
tan jalan eks-HPH. Tapi pada
2006, Biro Hukom Kemenhut
menyampaikan pada Unmul
jika kolaborasi yang Permen-
]::ut 19/2004 bukan kerja sama
dengan perusahaan tambang.

"»‘Sehin itu, dalam kolabo-
rasikami(Unmul) dimintaikut
tanggung jawabuntuk Tahura
yang luasnya 61850 hektare.

o

boleh tidaknya kolahorasi hu-
tandengan tambang, justra SK
Menhut 577/2009 vang terhit.
D4 situ tertuliz, produk hukum
izin tambang yang sudah lebih
dulu terbit kemudian masuk
dalam Tahura karena terbit-
nya 8K, holeh beroperasi hing-
ga 1zin beralkhir.

Disinggung tentang kontri-
busi dari perusahaan tambang
kepada Unmul sebelum merveka
mundur, Chandra menegaskan,
hampirtidak ada. “Itu juga alas-
an lainnya kenapa keluar dari
kerja sama 1tu,” unghkapnya.

Menurut penjelasan Dishut, se-
lain tiga jalan hauling, ada dua
stockpile (tempat penumpukan)
batu bara didalam Tahura yang
disunakanbeberapaperusahasn.
Jalan itu; dulunya milik perusa-
haan pemegang HPH. Tahura
dulunya hutan produksi sching-
ga HPH pernah beroperasi di
zana. “Kalau stockpile, dulunya
log pond (penampungan kayu
bulat),” imbuhnya.

Untuk alur izin hauling, Bigit
menjelaskan, diawali perusa-
haan yang mengajukan kepada
Dishut Kaltim. Kemudian, jika
dasetujui Gubernur, dikeluarkan
rekomendasi. Setelah itn, reko-
mendagl diajukan ke Kemen-
terian Kel;uténa;n {(Kemenhut).
Melalui Direktorat Jenderal
Perlindungan Hutan dan Kon-
servasi Alam (PHKA) Kemen-



ﬁm’whu%w ‘pendidikan hut, dikelvarkan persetujuan
i Unmul hanys 2&271hektam,' penggunaan jalan
Ehmdﬁ N Setelah mendapat persetu:
: | sﬁlmdapahmﬁmﬁmdm juan dari Dirjen PHKA dan
ﬁﬂmﬂihu‘t pada 9006, Unmul PPHT Unmul, dibuat surat
nmul 1 el',mt -ﬂiﬂ dan p-er]anpan perjanjian kerja sama peng-
' gunaan jalan antara Pemprov
Kaltim dan perusahaan, Dura-
e- 51 kerja sama ini lima tahun, di
ternyata mana setiap tahun dievaluasi
fiper Ji]ﬁamanurutﬁifaluastebgrﬁr
lagi daan perusahaan tidak mem.
5 bert kontribusi bagi Tahura,
Pemprov bisa memutuskan
g Na,mun, bukannyake‘putus- sepihak, sesuai klausul per-
i an hitam di atas putih tentang  janjian. (felfji)

d gﬁfiﬂuhya 13 p-amsahaan

éam%aug menga) ukan 1zin
Jalan ini. D

1, Tt melalui ﬁprimﬂhsm



14 JUL1 2011 - WALHI: USUT TUNTAS SK MENHUT

Rimbawan Ingin Wewenang
Penuh Unmul di Tahura

Walhi: Usu
Tuntas SK

SAMARINDA- Sejumlah
alumni Fakultas Kehutanan
(Fahutan) Universitas Mula-
warman (Unmul) Samarinda,
prihatin dengan kondisi Ta-
man Hutan Rava (Tahura)
Bukit Soeharto. Selain dikeli-
lingi tambang batu bara vang
sebagian akhirnya masuk Ta-
hura, Unmul juga tidak memi-
liki kewenangan penuh menge-
lola hutan konservasi itu.

Ketua lkatan Keluarga
Alummni (IKA) Fahutan Unmul
Darlis Pattalongi mengatakan,
Unmul semestinya diberi ke-
wenangan penuh mengelola
hutan pendidikan dan pene-

Menhut

litian di Tahura. Dari 67.766
hektare Bukit Soeharto, seluas
20.271 hektare adalah hutan
pendidikan Unmul. “T'api zeka-
rang, peran Unmul itu semu,
Secara administrasi Unmul
ada, tapi tidak memiliki ke-
wenangan penuh dalam pe-
ngelolaan,” terang Darlis, saat
ditemui, kemarin (13/7).

Melihat sejarahnya, kata
wakil ketua Komisi 11T DPRD
Kaltim ini, Bukit Soeharto
adalah hutan binaan Unmul
sebelum ditetapkan menjadi
hutan konservasi.

Baca WALHL... Hal 10
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4 JULI 2011 - SEBAGIAN BESAR CAPLOK AREAL TAHURA

Komisi Il dan lll Sidak Tambang Batubara di Bukit Soeharto

Sebagian Besar Caplok Areal Tahura

SAMARINDA, TRIBUN - Komisill dan
Komisi Il DPRO Kaltim, Kamiz (30/6)
malakikaninspeks mendacak (Sidak)
keenamdari21 perusahaan tambang
balubara yang beroperas) di sekilar
kawasan Bukit Soghario, Darihasi
sidak tersebut dikatahui 15% sampa
40% areal parusahaan fambang tersatut
mencapiok Taman Hutan raya(Tahura
Bukit Soehario,

*Bebaglan besarKuasa
Perlambangan (KP)/lzin Usaha
Partambangan (IUF) yang dipariksa
araalnyamencaplok Tanura Bukit
Soshario dengan besaran antara 15%
sampai 4%, " kata Wakil Ketua Komisi
| DPRD Kaltim, Darliz Pattolongl,
kemarin,

Manurut Darlis, ada 21 parusahaan
lambangbalubarayang beroperasidi
sakitar kawasan konsarvasi tersebut,
Namun karena keterbatasanwakiy,
Homisi || dan Komisi ||| baru sempat
memeriksa enam perusahaan tambang,
yakniPT Kaltim Batu Manunggal 1
dengan konsesi sekitar 1.000 hektar,
GV Artha Prima Jaya dengan konsesi
gekitara hektar, PT Lembuswana
Parkasa dengan konzesi sskitar 1,800
hektar, PT Singlurus Praiamadengan
konsasilebih kurang 1.000 heklar, PT
Gunung Harang Sejahteradengan
konsesi sekitar 900 heklar dan CY
EnargiBurmiKartanegara dangan
konzesi sekitar 200 heklar

Diamenagaskan, karena kegiatan
tambang batubara inisebagian adayang
mencaplokareal dilindung tersabut,
seharusnya aktivitas penambangandi
area Tahura Bukit Soeharto, termasuk
daerahbuffer zone (zona penyanggah)-
nyaditertibkan dengan mengacu kepada
UUNa41 tahun 1999 tentang Kehutanan
jolUNo 18 tahun 2004, serta UL No 32

Tahun 2008 tentang Perlindungandan
Pengelalaan Lingkungan Hidup.

*Pengusahajangan mencaba
parindung pach ‘paradok substansial’
alas dua 5K Menhut yakni SK Menhut
Na. 270 Tahun 18590 dan 5K Menhut No,
577 Tahun 2009, Intinya aparat penegak
hukumbiarus menindak fegas
penyimpangan yang terjadi sesual
ketentuan hukum yang berlaku,” kata
Kelua DPW Partal Amanat Nasional
(PAN) Kallimini,

Diamengatakan, Dirjan PHKA
Kemanhutparnah mengeluarkan sural
edaran No. 5.467 Tahun 2007 yang
melarang penggunaan jalanuntuk
perusahaantambangdi kawasan Tahura
Bukit Soeharto, Begilu puladangan
Gubarnur Kaltim talahduakali
mengeluarkan sural edaranyakniho.
521/7464/Ek Tahun 2008 dan N, 521/
1875Ek Tahun 2009 tentang larangan
kepada siapa pun, baik badan usaha
maupun parorangan, untuk melakukan
aklifitas di kawasan Tahura Bukit
Soshartodiluarkegiatan Kehulanan.

“Mamun kenyataannya, darihasil
sidak, semualaranganitu diabaikan,”
kata anggata DPRD Kallim asal Dagl
Kukar=Kubarini,

Kormisi || dan Komisi lll menemukan
kegiatan panambangan fidak melalui
perencanaan lambang yang memeadal,
teriihatdan strukiur tambangrya
maupun kondisipenambangannya,
Selain itu, stock pile untuk over burden
(OB}, yaknilapisan tanah {batuan| yang
diangkat dan lapisantanah atas (lop
soil} tidak lerpisah. Begitu pula dengan
kolam pangandapan {settling pond}
mapun sedimenpand, meragukan dan
berpotensitarjadinga pencemaran,

“Kamijuga mendapati hamparan
tap soildalam proses reklamasi sangat

lipis, sehingaa kegialan revegelasi
diragukan pertumbuhannya. Salainitu,
lingkat elevasi satiap pit masih jauh darl
standar minimal {taksiranrata-rata
sekitar 35 dersjat), koordinasi
kontinyuitas pelaporan kepada instansi
pemerintah berwenang juga kurang dan
diternukan beberapalubang tambang
yang lidak lagi berproduksi lapi belum
diberikan parlakian recovery," kata
palilisi kelahiran Sengkang, 23 Aguslus
1872 ini,

Sedangkananggata Komisi || DPRD

#allim, Bahrid Buseng, meminta Dinas
KehutananKaltim berkoordinasidangan
aparal penegak hukum untuk mengambil
tindakantegasternadap pelanggaran
yang dilakulen perusahazn-perusahaan
tambang batubaradisekitar Tahura
Bukit Soehario.

‘Tindak tegas sesuai ketentuan
yangberlaku. Jangan biarkan
perusahaan tambang menginjak-injak
aturan hukum,"kata poltisi Partai Galkar
asal Dapil Bontang, Kulimdan Berau ini,
(advimir)



5JULI 2011 - AWANG : KALAU SAYA, CABUT IZINNYA

SAMARINDA, TRIBUN -
Gubernur Kaltim Awang
Fartick lsha kmeninta Bupati
Kastan Klrrbaregora (Kukae]
untuk bertingak logas
terhadap pultihan perusataan
Hambyang, bt bara vang
beroprris dan mersik
kawasan Taman Hutan Raya
(Tahurtaj Bigkit sochario. fika
memang, kerbukh, filak ada
iin pirjam-pakainyadi
kawasan konservasiity,
sepera sajacabut ifinnv.
“Daniduby sudihsava
katakan, kalau memang bidak

adaanpiniam pakainya

herari |leg-ai artinyajika
'-?EFEThIh.iTUfI,!D tamhanp}'&
Stapa yang mencabul? Vd yang
memberikanizin, siapaitu? Yo
Bupatinya lah. Kalausava
yang punya kewenangan,
sayirakin langsung cabut s
irinnya! Sudahjelask
merusak kawasan korservasi

yungdﬂarungakﬁiﬂhsﬂmun '

terkecuatiuntuk
kelestariannya, " kata Awang,
Sein (4 7yusai Rapat Umum

® Bersamiung hal 21

L :' -
At

I.T!-“-E“Mﬂtlﬂl
hd areal tambang dijalan H Ringroad 1S
”ﬁs&m;m@wﬁmm&mﬁm

Sehuah raklor
Senin {47 Lokl
mmgm-anhmﬂaﬂ inghungan.




Awang: Kalau
Saya, Cabut
lzinnya

@ Sambungan hal 13

Pemegang Saham (RUPS)
Bank Pembangunan Dagrah
(BPD ) Kaltim.

Seperti diberitakan. hasil
pengamalan terbaru dari
Pusat Penelitian Hutan Tropis
(PPHT) Universitas
Mulawarmandan inspeksi
mendadak (Sidak) Komisi 111
dalam waktu yang berbeda
belum lamaini. kondisi Tahura
itu sudah sangat
memprihatinkan.

Tak hanyadikepung oleh
puluhan lzin Usaha
Pertambangan (IUP), ada
sehanyak 21 UP beroperasi di
dalamnya. Dugaannya,
diantaranyaada yang tak
mengantongi izin pinjam-
pakai. Sebagiannya puld
menjadikan kawasan yang
harusdilindungiitu sehagal
lintasan hauling batu bara.

Scearakasatmata jikadilihat
dari lnar, memang masih
dikelilingihutan lebat,namun
kondisididalamnya,sudah
rusak parah oleh tambang itu.
Menurut Awang, diasudah
beberapa kali meminta kepada
KepalaDaerah dalam halini
Bupati Kukar vang telah
memberikan izin IUPitw untuk
segera mencabutizin IUP yang
telah merusak kawasan
Tahuraitu, namun hinggasaat
inibelum adatindaklanjutnya.
“Saya kan sehagai
Gubernur Lak punya
kewenangan untuk mencabut,
makanya saya hanya bisa
mengimbau kepada pemberi
izinnyayaitu Bupati. Sekalilagi
saya legaskan, cabut saja
izinnya, tutup tambangnya,
apalagiyang bisadilakukan
jikatak ingin Tahuraitu
semakin rusak,” ujamya
dengan legas.
Disinggungsoalapa
konsep Pemprov untuk
memperbaiki Tahura yang
kondisinya sudah rusak parah
oleh tambang itu. Awang
hanya menjawab singkat,

yaknimenunggu Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi
(RTRWP) rampung. Pemprov
oleh Menhut diberikan
kewenangan untuk mengelola
Tahura,“Tunggu RTRWP
rampung dulu,” ujarnya
singkat,

Dikesempatan erpisah,
Bupati KukarRita Widyasari
mengaku tak tahu-menahu
datalengkap adanvaIUPvang
beroperasi didalam Tahura,
Karenaitu dia masih akan
memastikan datanya terlebih
dahulu, sebelum melakukan
tindakan atau hahkan mencabut
izin TUP yang disebut-sebut
telah merusak Tahuraitu,

“Andadarimanadapat
datanya? Setahu saya gak
banyak, tapi datanya juga
helum jelas. Intkan sifatnya
harus pastidulu. Jadsaya pikir
sementara initidak ada seperti
i, klir saja, makanya nanti
adadatanya yang lebih
lengkap dan bisa
dipertanggungjawabkan, baru
saya akan bertindak seperts
apa,nantitakutnyasalah-
salah,” wjar Ritasingkat. (aid)



5JULI 2011 - TURUN KE LAPANGAN BU

Turun ke Lapangan Bu...

DIN AMISATOR Jaringan
Advolkasi Tambang (Jatam)
Kaltirn Kahar Al-Bahri
menga ko kaget sekaligus
menvavanghkan, seorang
Bupati Kutai Kartanegara
(Kukar] tidak mengetahui
lokast vang menjadi
kewenangannya, khususnva
vang ferkail dengan data
j*un'llqh IUF vang |"'"I.!'|.'II. R
Tahura Bulkat "'-'.1-:' hartoibu,

Turun ke
Lapangan Bu...

@ Sambungan hal 13

untuk mendamping,” Kata
(Ocha - sapaan akrabnya, Senin
@7

Menurutnya, soal
kerusakan Tahura oleh

tambang batu bara, sudah
menjadi rahasiaumum,
schingga sangat tak mendasar
sekali, Bupati Kukar tak
mengetahuinya. Ocha juga
meminta Gubernur Kaltim tak
hanya terus mengimbau dan
meminta, tapi bersikap tegas
kendatiitu bukan yang
menjadi kewenangannya.
“Datadariteman-ieman

MNamun jika yvang terjadi
demikian, dia menyarankan
Bupati turun hmg-su ng ke
lokasi.

“Turun ke lapangan
langsung saja Bu.., lihatsendiri
bagaimana parahnya kondisi
Tahura itu. Kamidari Jatam
dan bahkan teman-teman dari

FPHT Unmul sangatsiap

@ Barsambung hal 21

PPHTUnmulsudah jelas, Komisi
[1danTTDPRD Kaltim sudah
melakukan Sidak, sckarang data
apalagiyangdiminta. Saya pikir,
peran Gubernur juga sangat
penting disini, angan hanyabisa
memberikan imbauan, tindakan
nyata dalam menyelamatkan
Tahuraitudaribahaya
kerusakan karena tambang,”
tandasnva, (aid)




6 JULI 2011 - AKIBAT TERBITNYA SK MENHUT NO.270

Akibat Terbitnya SK M

® Tambang di Dalam Areal Tahura Bukit Soeharto

"Saya yakin Bukit
Soeharto 50 persen
masih bagus. Kalau
dilihatdariudara
menggunakan
helikopier masih
banyak yang hijau™

Sigit BudiTJd
Kabid Perlindungan

SAMARINDA, TRIBUMN -
Kepala Bidang Pembinaan
Perlindungan Hutan Dinas
Kehutanan Provins: Kallim,
Sigit Budi'T] menilai kondisi
Taman Hotan Raya { Tahura)
Bukit Soeharto seluas 67760
hektare saal ind |{{:r|-.‘|i~.|:||'_-,'.':
masih baik. [a memperkirakan
5Uper5en kawasan pelestarian
alam itu masih bagus, dan bila
dilihat dari udara masih hijau,

“Saya yakin Bukit Soeharto
St persen masih bagus. Kalau
dilihatdariudara
menggunakan helikopter
masih banyvak vang hijau.
Memangdi Bukit Socharto ada
areal yang tidak ada pohon
atau hanya lahan lerbuka saja,
tapiini salu kesaluan kawasan
hutan vang ditetapkan
pemerintah,” kata Sigit

Sigit menilai kondist Bukit
Sochario bekas Hutan Taman
Industri(HTLH dan hutan
wisala tinggal memerlukan
pelestarian alam. Adapun areal
lahan terbuka tak terdapat
pohon atau satwa masih wajar.
Berdasarkan U No41 Tahun
199Y tentang Kehutanan,
disebutkan bahwa suatu
kawasan hutan adalahwilayah
tertentu yang ditunjuk dan
atau ditetapkan cleh
pemerintah untuk
dipertahankan

keberadaannya sebagai hutan
tetap.

Dhjelaskan pula dalam UL
tersebut, bahwa hutan adalah
suatu kesatuan ekosistem
berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam
lingkungannya, yang satu
dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan

Mengenai penerbitan izin
tambang batu bara yvang
berada di dalam areal Bukit
Seeharto menurut Sigit hanya
karena kesalahan masa lalu
yang memakai peta vang
sitlah. Petasalah ituberlakua
selama 20 tahun yakni
terbitnya SK Menteri No 270/
Kpts-11/1991. Namun, setelah
diperbaiki dengan SK.577/
Menhut-I1/ 2008 dengan
sebuah klausul
memperbelehkan pemegang
izin yvang diterbitkan masih
berdasarkan SK sebelumnya,
maka dapat meneruskan
kegiatan.

“Berdasarkan SK 577,
tambang ada yvang masuk
areal Bukit Soeharto dengan
klausul selama 1zin berlaku
maka boleh meneruskan
kematannya. Tetapi setelah
terbat SK 577, maka tidak boleh
lagi adaizin tambang
dikeluarkan di Bukit Soeharto.
Tambang yvang berada di Bukit
Soeharto ibu diterbitkan
izinnva red | sesuai UL Mo 4]
Tahun 1999 tentang
Kehutanan vang harus
memakai peta berdasar 5K
270 Wang salahitu, peta 5K
270, kata Sigit.

Disinggung, mengenai
aktivitas tambang batu bara
menggunakan jalan
kolaborasi bertujuan

menyelamatkan hutan alam
dan pelabuhan stok field batu
bara di Sungai Bambangan
BukitSoeharto. Hal ita
diberikan karena adaizin dari
Dirjen Perlindungan Hutan
dan Konservast Alam dan
areal digunakannya memakai
bekas lahan kegiatan hutan
priodulksi.

“Sebelum kolaborasi, jalan
(tambang, red) itu sudah ada
sejak dulu dandigunakan
masyvarakat untak kegiatan
berkebun dan ilegal logging,
Kemudian ada tambang di luar |
Tahura, ingin memanfaatkan
jalan itu dengan memberi
kontribusi kepada
pengelolaan. Pemikiran kami,
kalaujalan dimanfaatkan
tambang maka kegiatan
masyarakat merambah dan
ilegal logging dijalanitu
terbatas. Kita susah awasi
masyarakat, maka ..'lefn_gan ada
tambang menjadi mudah,”
kata Sigit.

Kontribusi tambang
terhadap Tahura Bukit ;
Soeharto, disebul Sigit, kini
juga telah terlaksana. Seperti
pemberian bantuan fasilitas
untuk patroli Dinas Kehutanan
setiap bulan, bantuan untuk
pencegahan kebakaran hutan
hingga membantu merapikan
pohon roboh di jalan poros
Balikpapan-Samarinda akibat
cuacaanginbadai dihutan.

“Memang pemerintah
tidak bisa terima uang vosh dari
tambang tapi bisa menerima
kegiatan. Seperti juga reboisasi
perusahaan tambang seluas
M hektare. Jadi kita tidak
terima uang. Ka lau patroli,
terima bantuan kendaraan dan
kalau ada fasilitas penginapan
maka kita bisa menginap,”
kata Sigit. {min)



8 JULI 2011 - GUBERNUR DIMINTA UJI AMDAL

21 IUP Menambang di Buk

SAMARINDA, TRIBUN -
Komisi [[IDPRD Kaltim
meminta Gubernur Awang
Faroek Ishak segera
melakukan uji kembali
dokumen Analisa Mengenai
Dampak ngkungan (Amdal)
milik 21 perusahaan tambang
batubara dikawasan Tahura
Bukit Soeharto. Ujiitu untuk
mengetahui bagaimana
penamh_angan sehams{,n_\;ra
dilakukan, apakah tertutup
{underground mining) atau
terbuka (open pit),

Jika dokumen itu
memberikan restu kepada
perusahaan untuk melakukan
penambangan secara terbuka,
maka yang mengesahkan

dokumen Amdal harus
ditindak, Begitu pula
perusahaan penambang
Keduanya dapat |
dikategorikan telah
melanggar UU No 41/1999
tentang Mineral dan Batubara
(Minerba). UUitu
menegaskan, memang
dibolehkan menambang di
kawasan hutan, termasuk
kawasan konservasi, Tapi
hamsdilakukan secara
tertutup.

Hal tersebut dikemukakan
Wakil Ketua Komisi Il DPRD
Kaltim Darlis Patt’ilul‘lgl
Sekretaris Komisi I Jawad

® Bersambung hal 21



Gubernur
Diminta Uji
Amdal

® Sambungan hal 13

Sirajuddin,dananggota Andi
Harun secara terpisah di
Samarinda, Kamis (7/7).
Tindakan tegas harus diambil
kendati mereka mengantongi
izin lengkap dari Bupati Kukar,
termasuk izin pinjam pakai
dari Menteri Kehutanan.

*(ke, mungkin mereka
(IUP-IUP, red) secara
administrasimemiliki izin
pinjam-pakai dan
diperbolehkan sesuai UU, tapi
kalau faktanya telah merusak
Tahura sesuai yang kami lihat
langsung dilapangan va tetap
harusdiberikan tindakan.
Gubernur harus segera
memerintahkan Kepala Badan
Lingkungan Hidup (BLH)
melakukan uji lagi dokumen
Amdal-nya. Jangan-jangan
Amdal vangdikeluarkan dulu
hanya copy-paste saja,” kata
Andi Harun di ruang kerjanya.

Sepertidiberitakan, hasil
pengamatan terbaru dari
Pusat Penelitian Hutan Tropis
(PFHT) Universitas
Mulawarman daninspeksi
mendadak {5idak) Komisi 1
dan Il dalam waktu yang
berbeda, kondisi Tahura itu
sudahsangat
memprihatinkan. Tak hanya
dikepung oleh puluhan Izin
Usaha Pertambangan (IUP),
ada sebanyak 21 IUP

beroperasi di dalamnya.
Dugaannya, diantaranya ada
yang tak mengantongi izin
pinjam-pakai. Sebagiannya
pula, menjadikan kawasan
yang harusdilindungiitu
sebagai lintasan hauling batu
bara. Secara kasat mata jika
dilihat dariluar, memang
masih dikelilingi hutan lebat,
namun kondisi didalamnya,
sudah rusak parah oleh
tambang,

Darlis Pattalongi
menuturkan, sesuai UU
Mineral dan Batu bara
(Minerba) No 41,1999,
kawasan hutan, termasuk
hutan konservasi memang
boleh ditambang, Namun ada
syaratnya. [’euambangan
harusdilakukan secara
tertutup alia underground
mining. Faktanya tidak satu
pundari 21 IUP di Tahura Bukit
Soeharto yang melakukan
penambangan secara tertutup.,
Semua terbuka alias open pit
sehingga mengakibatkan
kerusakan lingkungan di
kawasan tersebut.

“Semua terbuka, itu kan
namanya sudah menyalahi
aturandalam UL 41/1999itu.
Sekarang tentunya harus diuji
kembali dokumen Amdal-nya
seperti apa, apakah diberikan
AMDAL yang memang
terbuka atau tertutup? Kalau
terbuka, tentu pemberi Amdal
yang bersalah dalam
persoalanini, kalau AMDAL-
nya tertutup, maka sudah
dapatdipastikan IUP-IUPitu
illegal dan harus segerab
dicabutizinnya,” ujar Darlis

"Semua terbuka, itu
kan namanya sudah
menyalahi aturan
dalam UU 41/1999 itu.
Sekarang tentunya
harus diuji kembali
dokumen Amdal-nya
seperti apa, apakah
diberikan AMDAL
yang memang
terbuka atau tertutup?
Kalau terbuka, tentu
pemberi Amdal yang
bersalah™

Darlis Pattalongi
Wakil Kelua Komisi [V

dengan tegas.

Jawad Sirajuddin
menambahkan, mengapa
harus Gubernur? Karena
selainselamaini Gubernur
kerap mengemukakan agar
tambang di Tahura harus
ditutup, dalam mengeluarkan
AMDAL, salahsatu
persyaratan yang
mengeluarkan rekomendasi
sahnya adalah Gubernur.

“Sekarang buktikan dong
kalau memang Gubernur
ingin menegakkan aturan,
lakukan pengujian terhadap
dokumen AMDAL yang telah
dikeluarkan untuk IUP-IL/P
itu. Darisini Gubernur
akhirnya memiliki hak dan
kewenangan untuk
merekomendasikan kepada
Bupati pemberiizin [UP itu
ketika ada pelanggaran,”
tandasJawad. (aid)
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Itu Jelas Pidana

DIREKTUE Wahana

Lingkungan Hidup (Walhi)
Kaltim Isal Wardhana
mengapresiasi permintaan
Komisi 1T untuk dilakukan uji
Amdal 21 perusahaan
tambang batu bara itu. Tapi
kalau aktivitas tambang
dikaitkan dengan dokumen

ltu Jelas Picdana

® Sambungan hal 13

aktivitas tambang di hutan
konservasiitusudah
menvalahiaturan. Jadi,
harusnya langsung
dipidanakan. Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Kaltim wajib
menelusuri dan seret mereka
ke pengadilan, tanpa harus lag]
menunggu laporan.

“Kalauuji Amdal kita
bicara dampak
lingkungannya, konteks sosial
dan lainnya. Nalttambang di
Tahuraitukan masalahnya
berada di pemanfaatan
kawasannya, dimana Tahura
adalah hutan konservasi yang

Amdal, justru mereka akan

lolos. Sebab Amdal itu hanya

bicara tentang dampak baik

terhadap lingkungan,
ekonomi maupun sosial,

Bagi Isal, tanpaharus

tidak diperbolehkan aktivitas
apapunselain pelestariannya.
Itujelas. Harusnya disini kita
bicara soal pelanggaran UU-
nya, yakni UU Pokok
Kehutanan No41/1999 dan
UU Kawasan Konservasi No
5/1990. Semua tambang itu
menyalahi UU tersebut,
artinya langsung saja pidana,”
tegas, Kamis (7/7).
Dikatakannya, secara
AMDAL kendatididugahanya
copy-paste dan sarat
kepentingan, tambang itu
tenfumemilikinya. Jikaitu
yang menjadi konsentrasi
Dewan untuk menyorotinya,
sampai kapanpun tambang di
Tahura akan terus
berlangsung, namun jika

melakukan uji Amdal pun,

@ Bersambung hal 21

Dewan berani mengacunya
kepada UUNo41 danNo5itu,
maka sudah soal hukum yang
berbicara.

“Ya sekarang Dewan kita
yang terhormat itu berani
tidak bicara pada konteks
pelanggaran hukumnya yakni
pelanggaran UU yang
dilakukanIUPitu. Intinya
adalah kitajanganlagi
berbicara jauh ke belakang,
fakta sudah membuktikan dan
Komisi Il sendiri kan
mengakuikalaupuluhanIUP
di Tahuraitumenyalahi UU,
laporkan lah ke aparat hukum
untuk menindaknya sesuai
dengan ketentuan hukum
yang berlaku,” tandasnya.
(aid)
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Ciutkan Tahura

B Jatam: Target Tahura Bukit Soeharto Di-Enclave
H Dishut Kaltim Harus Bertanggung Jawah

SAMARINDA, TRIBUN -
Jaringan Advokasi Tambang
(Jatam) Kallim menduga ada
unsur kesengajaan dari
berbagaiinstitusi yang
berwenang mengeluarkan 21
izin usaha pertambangan
(IUP)diwilayah Taman Hutan
Raya (Tahura) Bukit Soeharto,
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Targetnya, kawasan Tahura
menciut atau mendapatkan
persetujuan enclove dari
pemerintah pusat. Ini
diungkapkan Dinamisator
Jatam Kaltim Kahar Al Bahri.

Kata Kahar, peran yang
palingutama dalam
pemberian izin perusahaan
tambang vang melakukan
kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi di Tahuraadalah
Dinas Kehutanan Kaltim. Jika,
DinasKehutanan tidak
merekomendasikan, maka
hutanTahuraitutidak bisa
digunakan untuk kegiatan
pertambangan maupun
kegiatan lainnya.

“Meskipun Pemkab Kukar
memberikan izin KF dilokasi
itu, kalau Dishut tidak
merekomendasikan, idak bisa
tambang itu beroperasi. Saya

kira Dishut yang harus
bertanggungjawab terhadap
izin-izindi Tahura,” ucap Ocha,
sapaan akrab Kahar, Jumat (8/
712011},

Jatam mengungkapkan,
salah satu bukti peran Dishut
Kaltim memberikan peluang
kepada perusahaan tambang
(PT Lembu Swana Perkasa)
untuk pemantaatan izin pinjam
pakai jalan eks HPH, sepanjang
8 5 kilometer di dalam kawasan
Tahura Bukit Soeharto.

Perjanjian kerjasama itu
antara Dishut Kaltim dengan
Pusat Penelitian Hutan Tropis
Universitas Mulawarmandan
FT Lembu Swana Perkasa
bernomor :003.1/5340/DK-
VI /2007, Nomor :065/117.2-
PPHT/TU/2007, Nomor:068/
LSP/VI/07.

Sural perjanjianitu
tertanggal 26 Juli 2007 ditanda
tangani Kadishut Kaltim Budi
Pranowo (pihak I}, Kepala
Pusat Penelitian Hulan Tropis
Universitas Mulawarman

Chandradewana Boer (pihak

2ydan Direktris PT Lebu
Swana Perkasa DwiWachyu
Noor Afiah A (pihak3). Tahura
Bukit Soeharto menjadi

tanggungjawab Pemprov
Kaltim dalam halini Dishut
Kaltim,

Dalam isi perjanjian pasal 5
poin (3} hak-hak pihak kefiga
dapat memantaatkan jalan
vang telah ada sepanjang 8.5
kilometer didalam kawasan
Tahura BukitSoeharto atau
Hutan Penelitian dan
Pendidikan Unmulunluk
mengangkut batubara dan
kegiatan lain yang terkait
dengan kegiatan
pertambangan.

Pihak ketiga juga
mendapatkan hak
perpanjangan waktu
penggunaan jalan
sebagaimana hurufa diatas
sepanjang disepakati oleh
Pihak Pertama dan Pihak
Kedua dan tidak bertentangan
dengan peraturan dan
ketentuan vang berlaku.

“Peraturan itu tetap harus
mengacu berdasarkan surat
keputusan Menteri
Kehutanan, Surat Menhut
pernah menelak permohonan
izin dari perusahaan tambang
itutahun 2007 bulan Oktober.
Tapi perjanjian PT Lembu
Swana Perkasa hanya

mendapatkan persetujuan dari
Dirjen Perlindungan Hutan
dan Konsensi Alam,
[eapartemen Kehutanan No.
5467 /IV-KK/ 2007 soal izin
pinjam pakai jalan kolabirasi,"
beber Ocha.

Terpisah, Kepala Bidang
Pembinaan Ferlindungan
Hutan Dishut Kalfim Sigit Budi
T] mengatakan, perusahaan
tambang di Kukar sudah
mendapatkan izin KPsebelum
tahun 2010, Terkait izinjalan
kolabirasi, boleh
dimanfaatkan setelah
mendapatkan izin dari
Departemen Kehutanan

“Talankolabirasiitu sudah
ada sejak masyarakal
menanam. Jadijalan dan stok
file itu sudah ada sejak dulu.
Sebelum kolabirasi, jalan itu
sudahada oleh masyarakat
dan pelakuilegal logging. ltu
boleh dimanfaatkan setelah
adaizindengan catatan bisa
memberikan kontribusi,”
tutur Sigit Budi, disaksikan
Kepala Dishut Kattim Chairil
Anwar dan Kepala UPTD
Pelestarian Perlindungan
Alam Alamsyah, Selasa(5/7)
lalu (bud/min)
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Tanpa S

B BPK: 31 Tambang Capiok

SAMARINDA, TRIBUN -
Jumiah perusahaan yang
menambang batu bara di
kawasan taman hulan raya
{Tahura) Bukit Soeharto tarus
bertambah, Hasilinvesiigasi
Badan Pemeriksa Kevangan
{BPK Kaltim mun}'&i:ruti-:.un,
tercatat 31 perusahaan
fambang yang mengaduk-
aduk kawasan konservasi it
dengan luas konsesi mencapai
1.204 hektare {ha).
Sebelumnya, berdasar data
Pusat Penelizan Hutan Tropis
(PPHT Unmulhanya 21 KP/
P

Puluhan perosahaanitu

merupakan bagan dari 183
perusdhaan Eambang di
Kabupaten Kulai Kartanegara
(Kukaryyvang bergerak atas
i KF/IUF dan BupatiKutai
Kartanggars. Fakk ini
terungkap dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Kevangan (LHP
BPE ) MNomor 10,/ LHP XV
02/ 2001 pada semester 1]
tahun 201 atas Pengelolaan
Pertambangan Batubara
(Perizinan, PNBP, Bagi Hasil,
dan F‘-éﬁj;uhﬂaf_m Linglkungan
Perlambangan] tahun

& Bersambung hal 21




Tanpa Syarat
Pinjam Pakai
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anggaran 2005 sampai
semester [ tahun 20100

fang menarik, menurut
penelusuran BPK, dalam surat
keputusan Bupati Kukar
periode 2005-2010 terkait
premberian an KP/UP
eksploitasi/ Operasi 'roduks:
Batubara termyata tidak satu
pun vang mencantumkan
Klausul yang menyatakan atay
mensyaratkan kepada
pemegang [UF untuk
menyelesaikan izin piram
pakai kawasan hutan dari
Menteri Kehutanan sebelurn
melakukanakbntas
penambangan diareal
kawasan hutan. Haliniyang
dinilai membual perusahaan
tambang langsung bergerak
melakukan penambangan
meski belum mengantongi
izin pinjm paka.

Hingga 10 Pebruari 2010,
data izin pinjam pakai vang
diterbitkan Menter)
Kehutanan biru lima dari
seluruh K/ ILTyang
beraperasi diwilavah Hutan
Produksi dan Hutan Produbkst
Terbatas.

Pada tanggal 29 Seplember
2008, Menteri Kehutanan
menetapkan kembali Taman
Hutan Kaya Bukit Soeharto
vang terletak di Kabupaten
Kulai Karlanggara dan
Penajam Paser Utara seluas
7. 766 Ha melalu keputusan
Menteri Kiehutanan No,
SKCRTT Menhut-11/2009.
Berdasarkan hasil overlay atas
surat keputusan Bupati Kukar
terkait pemberianizm KP/TUP
cksplorasidan eksploitast/
(perasi Produbsi Batubara

tahur 2009 dan 2010 dengan
prta kawasan Tahura Bukit
Soeharto terdapat 11 KF/IUP
yang berada didalam kawasan
tersebut dengan total luas
386,133 Ha,

Hasilozreting polygon
kansens KT di Kabupaten
Kukar dengan peta kawasan
hutan, diketahui rdapat doa
arval konsensi yang
memperolch izin cksploitasi
pada tahun 2008, vang seluruh
kawasannya tumpang tindih
dengan kawasan Tahura Bukit
Soeharto yaitu CV Pelangi
Forne dan CV Bintang
PelangiNusantara.

Hasil kemifirmas BPK ke
Balai Pemantapan Kawasan
Hutan (BFKH) Wilayah [V di
Samarinda dalam surat nomar
1SA273/BFKH IV-3/ 2010
tanggal 13 November 2010
menunjukkan bahwa hasil
ploting daftar koordinat areal
konsensi CV Pelangi Bormeo
dan CV Bintang Palangi
Muzantar seluas mazing-
masing 10016 Hadan97.50 Ha
berada dalam kawasan Tahura
BukitSocharta. Hal ini
menunjukkan lemahnya
koordinasi artara Distamben
Kukar dan [Hnas Kehutaran,

Semintara itu,dari 185 ICF
vang dikeluarkan Bupati
Kukar, luasannya mencapai
243,804 ha, 22 KT/ IUP berada
diHufan Produksi Terbatas
[HFT) zeluas 43 045 ha 12 KFY
IUPberadadiareal Hutan
Lindung seluas3.174 ha,
ditambah | KPAIUP
kawasan hulan konservas
{ Tamian Wisata Alam|dengan
luas areal 453,96 ha.

Hasil pemeriksaan BFK
Juga mengungkapkan, bahwa
dikawasan Tahura Bukit
Sochart ferdapat dua
kansenst KP'/IUP vang
memperolch izin cksploitasi

pada tahyn 2008 diduga belum
mengantangi izin pinjam
prakai dari Menhut, Dua
konsenst itu CV Pelangi
Bomep dan CV Bintang
Pelang Nusantara dinvatikan
tumpang lindih dengan
kawasan Tahura Bukit
Socharta,

Hingga beritaini
ditarunkan, Bupati Kutai
Kartanegara Rita Widvasan
vang dihubungi via ponsel dan
pesan singkat belum
memberikan tanggapannya.
Begitujugacpala Dinas
Pertambangan Kukar Hadi
Nur dan Kepala Bidang
Fertambangan Urum Kukar
Wiftahudinjuga belum
merjawat konfirmasi Tribu,

Dinamisator Jaringan
Advokasi Tambang (Jatam|
Kaltim Kahar Al Bahri
menyatakan, akibat
pemberian izin pertambangan
tanpa memperhatikan
ling kungan, membawa
dampak luas ckalogis, Areal
hutandi Kaltim, kata dia,
sedang terancam oleh
perugahiaan tambang vang
sucah mengantongi izin dari
Bupati

“Kalau areal hutan seperti
di Tahura Bukit boeharto
menjadi sasaran ponambang
dan mendapatkan izin, maka
sucdah seharusnya pemerintah
provinsi dan pemernintab pusat
mengaudit linghungan dan
perizinan yang dikeluarkan
nleh Pembab. Ini langlkah
untuk mengantisipasi menjaga
lingkungzandi Kallim,” legas
Oicha, sapian akrabnya,
Minggu (10,7 /2011).

Dampak dari pemberian
izin tam bang tanpa mengikuti
prosedur, BPK menyimpulkan
kebwjakan Bupat Kukar
membenkan IUF yang

arcalnya berada di kawasan

"Kalau areal hutan
sepertidi Tahura Bukit
Soeharto menjadi
sasaran penambang
dan mendapatkan izin,
maka sudah
seharusnya
pemerintah provinsi
dan pemerintah pusat
mengaudit lingkungan
dan perizinan yang
dikeluarkan oleh
Pemkab"

Kahar Al Bahri
Dirsarnisator Jatarm Kaltim

hutan tidak mendubung
upaya pengegahan kerusakan
hukan dan lingkungan
mengakibatkan potens
kerusakan lingkungan serta
berkurangnya fuas kawasan
hutansehingga dapat
menimbulkan bencana banjiv
dan kekeringan serta
musnahmnya hutan schaga
penghasil oksigen.

EPK juga menvebutkan,
Distamben Kukar lomah
dalam peiatausabaan
prrizinan dan pengaw.san
atas produksidan penjualan
vang mengakibatkan Pemkab
Kukar tidak optimal
melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap
premenuhan kewagiban
administratifmaupun
keuangan dan berpatenss
terjadinya konflik empang
tindih korsensi TUP dan
pelanggaran afas pemenuhan
kewajiban administrasi
maupun kruangan
sehagaimana diwajibkan oleh
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku terkart pertambangan
batubara {bud)
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Bupati Tutup Mata

BUPATI Kukar yansg
mienyatakan merevitalisas
pertanian, dinilat Déirekiur
Pokja 30 Samarinda Carolus
Tuah hanya slogan dan hdak
ada langkah konkret.
Sebaliknya banyak izin
tambang vang justru
dikeluarkan olehBupatidi
areal Takura Bukit Soeharto.

Bupati
Tutup Mata

® Sambungan hal 13

paling cuma senyam-senyum
dibalihodengantulisan
seolah-olah peduli pertanian,"
sindir Tuah; Minggu (10/7).
Kata dia, bukti konkret
lainnyaadalah pernyataan
Bupatitentang beroperasing

tambing di Tahura. Padahal,

sebelum menjadi Bupati (Rita)
dia Ketua DPRD Kukar,

"I menunjukkan kalaus
Bupatiseperti menutup mata
terhadap persoalan tambang.
Jadi, kegagalan Dinas
Pertambanzan bisa dikatakan
kegagalan pemerintah
kabupatendibawah
kepemimpinan Bupat. Karena
Dinas bekerja dibawah
felunjuk kepala daerah,” krtik
Tuah.

Menurutdia, proses

hfﬁ'&ku'lmﬂ}i’uk vang belum
e ganiongl iZin pinjam
pakaidariMenteri Kehutanan

(Mienhart),

YIsu revitalisasi pertanian
hanya slogan belaka. Sang

Bupatitidak terlihat

melakukan findakan konkret,

@ Bersambung hal 21

perizinan vang keluar jug
tidak menutup kemungkinan
adanyaaroma korupst, Halini
bisadikaitkan dengan
maraknya KI'/ILT yang
diterbitkan oleh Pemkab
Kukar tanpa memperhatikan
penyelamatan lngkungan.
Data BPK yang
menyebutkan sekitar ratusan
izinKP/IUPyang diterbitkan
bis dikatakan menjadi muarg
adanya indikasi
penyalahgunaan

kewenangan, ‘ltukan banyak
perusahaandi Tahura vang
belum dapat zin fapisudah
ada beberapa yang
eksploitasi. Dimana peran
Distamben dan Dinas
Kehutanan? Siapa yang
bertangrungjawab! Masa
fidak ada yang tahu? Inibisa
diindikasikanadanya
pemplatan atau kelalaian
yang menyehabkan
kerusakan lingkungandi
Tahura," beber Tuah. (bud)
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Awang Mi

Nl Soal I1zin Pinjam Pakai Ta

SAMARINDA, TRIBUN-
Cuberaur Kaltisn Awang
Faroek Ishak meminta
Menter Kehutanan {Merhut)
Zulkitlic Hasan untuk segera
mengkaji ulamg sems pein
pinjam pakai vang sudah
terlanjur diberikon kepada
perusahaan tambang baty
bara i kawasan Tahura Bulkit
Soeharto, Akibat izin pinjam
pakal vang dibetikan Menhut
ibut, mereka memilik] legitimas
untuk menambang vang
kemudian berdampak pada
kerusakan hutardi kawasan
tersibnt,

Halttu dikemukalkan

gubernur menanggap
permintian angrota Komisi I
DPRD Kaltm (Tribun, 8/ 7)
ggar gubernur menguji.
kembali dokumen Amdal
vang dimaliki 31 perusahidn
tambang vang beroperasi di
Fahura Bukit Socharto. Komisi
Tl menganggap proses
penambiangan telah
menyalahi Amdaldan U Mo
4119 lentang Pokok
Echutanan.

Menurut Awang di
Samarinda, Senin{11,/7}
pengupanterhadap Analisa

® Bersambung hal 21



Awang Minta
Menhut Kaji
Ulang
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Mengenai Dampak
Lingkungan (Amdal}sudah
terlambal. Sebab Amidal
dibuatsebelumizin
dikeluarkan” Amdal itk
otomatis dibuat ketika izinnya
akandiproses, Jadiakan suli
kalau kifa kaji. Ralau saya
yang penting adalah kaji izin
pinjam-pakal yang diberikan
(oleh Menhut itu, apakah
splama misudah melakukan
goodmitnig prochice atau
merusak lingkungan," kata
Awang,

Dalam pross
pengujiannya, menurutnya,
haruslangsung ke Menhut,
sebab Menhut lah yang
mengeluarkanizinitu, bupati/
Walikota dan bahkan
Gubernur, hanya mendukung
proses administrasinya,

Kewenangan penuh apakah
itu ditzinkan atau tidak berada
ditangan Menhut.

"Intinva kenapa saya
katakan harus diuji kembali
izin pinjam-pakainya, karena
saya harus tegaskan, tidak ada
tambang di kawasan hutan it
termasuk kawasan Konservasi
Tahura yang tidak merusak,
pastidan sudah pasti merusak.
Pembuktiannya sudah secara
nvatakitalihal sendin kan,
secara administrast, yang sava
katakan tadiizin pinjam-
pakainyaibu vang harus ity
kaji,” wjarnya.

Apakah Pemprov siap
mengkajinya: Awang
menyatakan dengan legas,
sangat siap sekal. Diasiap
menurunkan Badan
Lingkungan Hidup(BLH) dan
Dhirtas Pertarmbingan Energl
(Distamben) Kaltim
menelusur pengkajianizin
pinjam-pakal itu. Pasalnya,
sudah secaranyata terlihat
proses penambangan di
Tahura itumenyalahi aturan
dan merusak Tahura sebagal

o o

dilindungidan dileslarikan,

"Kalausaya, BLH Kaltim
sangal siap sekali, nanti tinggal
saya instruksikan, mereka
pasti turun mengkajinya, Tapi
sekarang kita bicara siapa
yang melakukan itu pada
awalnya, Kan tentunya dar
bawah duludong, vakni
Kabupaten atau Kota yang
memberikan Fzin Usaha
Pertambangan (TUP}nya,”
terangnya.

Dia sangat betharap,
semua pihak untuk
mendukung kelestarian
Tahura. Intinya, apapun vang
dilakukan adalahbagaimana
kawasan hutan Kaltim teriada
denuan batk.

“Makanya saya juga
sangatsepakat sekali adanya
muraterium hutan baik
sekunder maupun primer,
Sebab ity akan secara otomatis
menghentikan pemberian izin
[U ataupuntahapan produksi
dari perusahaan tambang
vang adadiKaltim saatimi,”
harapaya. (aid)
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Jangan Cuma Wacana
SEKRETARIZKomisi [IIDFPRE.  Bukit Socharto,

Kallim |awad Sicajuddin "Bagusjugaitu. Tapi
sangal menyambul hatk infinyaapapun itucaranya,
usubar Gubernur Awing vang dikajiity apa, metody
Favoek agar vang dikaji itu vang ailakokanapa, vahans
adalahfzin pinjam-pakainya  dikaji. Apakah itu dokumen
lerkadap sehanyak 31 VMDA L-nuatatpien izin
prrusahaan tambing baty pinjarm-pakainya, semud

bars yang kini berproduksidi

Taman Hutan Rava (Tahura) & Bersambung hal 21

Danjikaide pengujianizin  sudah meninay sendin ke
angan Cuma _ Deueticpenes |

pinjam-pakaiituadalahdari  lapangan, dan sayajuga

Waca na Gubernur, harusnya yakin Pemprov pun melihat
Cubemur yany dan memiliki datenys
@ Sambunganhal 13 melakukennya lebih awal, langsung. Saatini lakukan

Tidak nantinya, menunggy  pengkajian itu, jangan hanya
adalah untuk mengembalikan  Dewan untuk memprosesnya  sampai diwacanasaja,

Tahura kita menjadibaik, tidak  lebihlanjut beberapa waktu ke depan
Sepertl sekarang, sungguh "":iekarang sudah nyata  hilang lagi tanpa ada
sangal rusak sekali,” kata Tahuraiturusak, mulaidari  kejelasannya,” tandasnya,

Jawad,Senin(11/7). kami KomistITL PFHT Unmul  (aid)
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Bupati Kukar Harns Cabut

SAMARINDA, TRIBUN -
Anggots Komisi 1] DPRD
Eatupaten Kuty Kartanegara
Baharuddin Demma
mendesak Bupati Kukar Rita
Widyasar segira mengamtal
temdakan konkret dan tegas
lerhadap para penambang
batu hara vang telah
mengakibatkan kerusakan
parahdi kawasan Tahura Bulat
soeharts. Bupats harus beran
mencabutin KP /LIP3
pertsahaan tambang tersebut.

Jika tid ak mencabutizit 31
L P it aparat Kejati Kaltim
don Palds Kaltim waph
Mengusti perusanasn
bammhang i,

"Persoalan perusahaasn
tambang di Tahora itusudah
jelas. Ada perusahaan vang
mendapalkanizn KM ateo ILP
tap {sudah menambang
meski; belum mondapat gen
pinjam pakal perngpunadin
lahan kivivasin Taburadan
Menhot: Data BPKit
menvebutkan ada dua

perusahaan yang beroperasi
sudaheksploitasi, Ite harus
dicabrul, sebab mercka sudah
melanggar prosedur dan
atutan,” legasBahareddindanr
Frakst PAN Senin (1177,

Seperti vang diberitakan
Tribuy LHP BPK Mamor 10/
LHP/ XNVTL/0Z 72011
menyebubkan ada 31 Gn KPS
IUE vang dikeluarkan Bupati
Karlanegara berkail
premberian ehsploras don
elsploitasi A Operasi Produkes
Batubarn periode 2008 dats
2008 dengan pela kawasan
Fruban wisaka {kons=cervasi)
Bukit Socharto dengan total
Tuas 0SS Ha

Flasid vty el y gon
konscnst KPP diKabupaten
Kukar dengan peta kawasan
hutan, diketahui evdapatdua
areal kongen=s vang
memperalehizin cksplottas:
padia tahun 2008, vang seluruh
kawasannya tumpang tindih

® Bersarnbung hal 21
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pﬂ!a nggaran izin

Harus Cabut
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dengankawasan Tahura Bukit
Soeharta yaitu CV Pelangi
Burneo dan CV Bintang
Pelangi Nusantara.

Berdasarkan hasil
konfirmasi BPK ke Balai
Pemantapan Kawasan Hutan
(BPKH)Wilayah IV di
Samarinda dalam sural nomor
51273 /BPKHIV-3/2010
tanggal 23 November 2010
menunjukkan bahwa hasil
ploting dattar koordinat areal
konsensi CV Pelangi Borneo
danCV Bintang Pelangi
Nusantara seluas masing-
masing 100ha dan¥7 8 ha
berada dalam kawasan
Tahura, Halini menunjukkan
lemahnya koordinasi antara
Distamben Kukar dan Dinas
Kehutanan,

Menurut dia, tidak ada
alasan Distamben dan Energi
Kukar tidak mencabut izin
pertambangan yang jelas-jelas

pertambangan itu, kerusakan
di kawasan hulan berdampak
pada ekologis.

Kata Baharuddin, “Jika
Bupati tidak berani mencabut
izin, maka masyarakat atau
LSM bisa melaporkan ke
satuan petugas (Satgas) mafia
hukum atau KPK dan Mabes
Polri. Karena perusahaanitu,
belum mengantongi izin
pinjam pakai tapi sudah berani
eksploitasi? Lalubagaimana
tugas pengawasan dari
inspektorat tambang "

Baharruddin mendugaada
unsur kesengajaan di
Distamben dan Badan
Lingkungan Hidup yang tidak
mengelahui dua perusahaan
itu melakukan kegiatan
eksploitasidi Tahura Bukit
Soeharto, "Pastiada
permainan itu. Kecurigaan
sayaitu, sangat berdasar.
Makanya kalau perlu laporkan
ke Satgas Mafia Hukum,”
tegas Baharuddin,

Terpisah, Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi

Provinsi Kaltim Amrullzh
mengatakan pernah
membahas dengan
Kementrian Lingkungan
Hidupterkaitaudit
lingkungandiKaltim.
Menurut dia, auditlingkungan
itu diminta berdasarkan dari
pemerintah pusat. Hasil audit
itubisadijadikan dasar untuk
melaporkan ke Mabes Polri
jika perusahaanitu tidak
memaluhihasil audit
lingkunganitu,

“Ttunantiada
pembentukan tim dari pusat
dan daridaerah. Tapi untuk
auditlingkungan, bisajuga
diserahkan oleh pihak swasta.
Tapiitubutuhbiayanyacukup
besar, " kata Amrullah, usai
mengikuli rapat dengar
pendapat dengan Komsi 11
DPRD Kaltim, Senin(11/7/
2011,

Hasil auditlingkunganitu,
lanjut Amrullah, perusahaan
tambang vang diaudit wajib
mematuhi hasil audit tersebut.
“Misalnya, ada beberapa item
yang harus diperbaiki. Kalau
itutidakditindaklanjul, ada
sanksi berdasarkan aturan,
Dan itu bisa dilaporkan ke
Mabes oleh pemerintah
pusat,” jelasnya.

"Jika Bupatitidak
berani mencabutizin,
maka masyarakatatau
LSM bisamelaporkan
ke satuan petugas
(Satgas) mafia hukum
atau KPK dan Mabes
Polri. Karena
perusahaanitu, belum
mengantongiizin
pinjam pakaitapi
sudah berani
eksploitasi”

Baharuddin Demmu
Anggot DPRD Kukar

Disinggung hasil tlemuan
BPK terkait hasil audil
pertambangan umum di
Kabupaten Kukar, Amrullah
belum bisa memberikan
komentar. Hanya saja, kata
dia, peran Distamben Provinsi
Kaltim sehatas melakukan
pengawasan secara bersama
dengan Pekab Kukar. "Ttupun
berdasarkan PP No 55 Tahun
2009. Kalau berdasarkan PP
No 75 Tahun 2001, kit tidak
bisa melakukan pengawasan,
tambahnya.(bud)

i
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Mukmin Instruksikan

Surati Menhut

® Desak Kaji Ulang Izin Pinjam
Pakai bagi Tambang di Tahura

SAMARINDA, TRIBUN -
Ketua DPRD Kaltim Mukmin
Faisal mendukung wacana
yvang dilempar oleh Gubernur
Awang Faroek Ishak agar
Menteri Kehutanan (Menhut)
mengkaji ulang (mencabut)
izin pinjam pakai kawasan
Tahura Bukit Soeharto kepada
perusahaan-perusahaan
tambang batu bara. Namun
yang membedakan, Mukmin
tidak cuma berwacana.

la langsung merespon
dengan tindakan konkret,
dengan memerintahkan
Komisi IT untuk menyurati
Menhut Zulkifli Hasan,
Langkah yang sama
sebenarnya bisa saja dilakukan
Gubernur Kaltim. Tetapi
Awang lebih memilih hanya
sebagai wacana. Saat

diwawancarai, tidak satu pun
rencana untuk I'l'lL‘l'l}"LlI’Elti
Menhut atau Bupati Kukar
kendati kaji ulang izin pinjam
pakaiia anggap sebagai solusi
yang lebih realistis.

“Kami akan desak Menhut
untuk tegas terhadap soal ini.
Ini proyek jalan tol yang
kepentingannyva adalah untuk
rakyat dilarang-larang atau
dipt:rssuli t, tapi tambang yang
untuk pengusaha dan jelas-
jelas merusak Tahura kita,
dibiarkan begitu saja. Ini tidak
adil Makanya akansaya
mintakan Komisi Il untuk
menyurati Menhut,” tegas
Mukmin, Selasa (12/7)di
Gubernuran.

Menurutnya, kondisi

@ Bersambung hal 21



Mukmin
Instruksikan
Surati Menhut

@ Sambungan hal 13

Tahurasaatinisudah semakin
parah oleh ulah tambang. Hal
itu dibuktikan dengan Komisi
Mdan [Tyang beberapa wakiu
laln melakukan inspeksi
mendadak (Sidak) ke Tahura,
tak hanya hutan vang dibuat
rusak, hampir semua IUP it
melakukan penambangan tak
memenuhi prosedur vang
berlaku vakni underground
mining.
“Kalaudariluarannya
memang lerlihatdilindungi
pohon-pohon, jadi mash
seperti hutan lebat, tapikalau
didalamnyasudahsangatpara
rusaknya karena tambang. Ini
tidak bisa terus dibiarkan.
Kami bersama Pemprov harus
bertindak, dengan salah

satunya menvyurati Menhut
itu, agardikajilagiizin pinjam-
pakainya. Yang tidak ada
1zinnva,dicabutsajaizin [UP-
nya,” ujarnya dengan tegas,
Dalam kesempatan itu,
Mukmin juga menyebutkan,
Dewan berencana akan
merancang Peraturan Daerah
(Perda)khususuntuk
mengatur pertambangan di
Kaltim, lermasuk di dalamnya
Tahura. Faktor regulasi vang
lemah, terkadang membuat
orang-orang seenaknya
melakukan apapun, tanpa
memperhatikan efek negatif
dari yangtelah dilakukannya.
“Kalau perlu sepertidi
Kalimantan Selatan (Kalsel),
Perdanya mengatur para
pengusaha pertambangan
yang mengeunakan fasilitas
umum,wajibditarik
retribusinya sesuai dengan
kapasitas penggunaan
fasilitas tersebut, Kita harus
objektif saja, berapa nilai
ripiah yang Kita dapatkan

dari tambang itu, sementara
nilai kerusakan yang
diakibatkannva jauh lehih
dahsyat,” terangnya.

Ditambahkan Sekretaris
KomisilllJawad Sirajuddin,
Tahurasudah sangat jelas
adalah hutan konservasi yang
wajibdilindungidan
dilestarikan. Tak hanya
herdasarkan SK Menhut, tapi
adalah hasilkonsensidunia, Ity
artinya, mulaidari Pusat
hingga daerah wajib untuk
melindunginya.

“Parah,asli parah sckali
kalausampai 3| TUP
heroperasi dengan sistem
open pitdi Tahuraitu. Kalau
hicara siapa yang berdosa
karena tidak menjaga dan
melestarikannya, saya boleh
katakan kita semua mulai dari
Pusatsampaididaerah,
Makanyaitu kajiulang izin
pinjam-pakai IUPit, adalah
sudah menjadikeharusan
untuk dilakukan,” tandas
Jawad. (aid)



Bupati Ancam
Bekukan Tambang

® Belum Terima Laporan dari Distamben

TENGGARONG, TRIBUN -
Bupati Kutai Kartangera Rita
Widyasari mengancam akan
melakokan lindakan
pembekuan bahkan
pencabutan izin
penambangan batu bara vang
beradadikawasan Taman
Hutan Raya (Tahura) Buki
Speharto. Demikian
disampaikan Bupatiusai
membuka Musyaw argh
Cabaiig (Muscab) DPC Partai
Demokrat Kutai Kartanegara
digedung Puteri Karang
Melenu, Tenggarong, Selasa
(12T

“Yaharnsadatindakan,
yang namanya Tahurdilu
tidak boleh, kalau hutan KBK
(hkaw asan budidayahutan,
redtharusadaizin pinjam
pakai. Ya saya harus
melakukan tindakan,
pencabutan, tapidalam
undang-undang kita
dibekukan duh, karena
dalam undang-undang
tersehut kita tidak boleh serta
merta mencabut, lapi
dibekukan dulu. Mereka
melakukan penyelesaian
lingkungandisekitarnyaduoly,
baru setelah ine dicabut,” ujar
Rita,

Anchnya, Ritabelum
mengetahui sejumlah

tambang batu bara yang
masuk kawazan Tahura
tersebut. Bahkan. dia
menganggap tidak ada
tambang batu bara vang
masuk Tahura. Padahal
sebelimnya, Tribun
metnberitakan dari hasil LHP
BPK Nomaor : 10/ LHP/ XVII/
02/ 2011 menyebutkan ada 31
izin KP/ IUP yangdikeluarkan
Bupati Kartancgara terkail
pemberian eksplorasidan
eksploitasi/ operasiproduksi
bam bara periode 2008d an
2008 dengan peta kawasan
hutan wisata (konscrvasi)
Bukir Socharto dengan toral
Tnas 1204 904 Ha.
Hasiloverlay pol gon
konsensi KP di Kahupaten
Kukar dengan peta kawasan
hutan,diketahuiterdapatdua
arcal konsensi yang
memperoleh izin eksploitasi
padatahun 2008, yang seluruh
kawasannyatumpang tindih
dengan kawasan Tuhura Bukit
Socharto yaite CV Pelanai
Borneo dan CV Bintang
PelangiNusantara,
Berdasarkan hasil
kontirmasi BPK ke Balai
Pemantapan Kawasan Hutan
(BPKH ) Wilayah IVdi
Samarinda dalam surat nomor
:5.1273/ BPKHIV-3/ 2010

tanggal 23 November 2010
menunukkan bahwa hasil
ploting daftar koordinat arcal
konsensi CV Pelangi Bornco
dan CV Bintang Pelangi
Nusantara schuasmasing-
masing 100,16 Hadan 9780 Ha
berada dalam kawasan Tahura
Bukit Socharto

“Saya belum dapat
datanvadandinas;savasudah
sampaikan beherapa kali kok,
yang masuk kaw asan Tahura
itu yangizin pinjam pakainya
yang mana? Setahu sava
semuanya sudah masalah
hukum, maksudnya
pidananya gitu, Yang mercka
maksud saya kurang ngerti:

Nanticobatanyakepada
Distamben vang mana masuk
ltambang itn, Kalau addaya
memang harus ada tindakan,
kok hisa lewat beherapa
tahun, gitn lho?" paparnya
Saarditanyadesakan
anggoty Komisi TDPRD
Kabuparen Kutai Kartanegara
Baharuddin Demmu yang
meminta Bupan Kukaruntuk
scgera mencabut izin 31
pemegang lzin Usaha
Pertambangan (TUP), termasuk
2 perusabaan yang melakukan
kegiatan cksploitasidikavw asan
Tahura, Rita membantih
tamban g tersebit masnk
kaw asan Tahura. (fer)



13 JULI 2011 - JATAM MINTA TIM KHUSUS

Jatam Minta Tim Khusus

DINAMISATOR Jaringan Advokasi Tambang (Jalam j Kaltm
Kahar Al Bahri mendesak Pemkab Kukar membentuk tim
Rhusus untuk mencari Kebenaran sejumiah tambang batu bara
yang masuk kawasan Tahura Bukit Socharto. Menurutnya, tim
khusus 1w berasal dart stakeholder seperti kepolisian, kejakasaan,
Dinas Kehutanan, Distamben, Universitas Mulawarman, Bapan
Kutar Kartanegara, dan perw akilan Gubernur.

“Bikin sajatim kearl kaliw adapelanggaran langsing ke polisi,
kalau penindakaan bisa uga ke kejaksaan, daripada beri komentar
tidak paham kondisi schendarnya, Bupatiharus wein ke lapanzan,
Tambang it sudah klas masuk kawasan Tahura,dap
kemungkinan besarbelum dapatizim pingam pakai,” ujarny
kepada Tribun, Selasa (121 7). Tak hanya itu, Bupati Kukar diminta
uniuk mengaudit perizinan tambang batu bara. (Ter)
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Jatam Siap Lapor ke Polda

@ 31 IUP dan 2 Perusahaan tanpa Kantongi Izin Pinjam Pakai di Tahura

TENGGARDNG, TRIBUN -
Taringan Advokisi Tambany
(Jatam ) Kalim akan berenca-
na melaparkin 31 pemeging
Izin Usaha Pertambangan
{IUF)ian 2 perusshaan yang
metakuban kegiian
chapioitasidi kanasan
Taan Hutan Rava {Tahuea)
Bukit Soeharto ke Kepolisiin
Dierah (Poldaj Killim dan
Kejaksaan Tiggi Kaltim,

Halinigtilakukan bl
tidakacaitiked faik dard
Bemerinlzh Proving Kallim
dim Pemeriniah Kabugaten
Kt Kartaneiira yang tak
menghirnukan LHP BPK
Nomor 100 LHPS XVE 02/
2T, Laporan i menyebii-
it s 3 vzin KPSAUP wan
dlikelnarkan Bu piti Kukar
terkait pem herian eksploras:
daneksploitasi Operasi
Prowluksi Batn Bara perinde
206K dum 2009 enygan peti
Kavw asan hutan wisala
(konservasi) Bu ki Socharte
dengan lotatlugs | Z04.904 his.

“Bidi vickak ik ad batik
daripemeringah, bisasaj
Jatam nanti vang melapor-
kanuntuk proses hukum
terhadip tsmhang-tambing
bt hars berada dislam

kawasanhotan. Karena,
pernyatian Bupat Kokar
imenyehul tidak ad i tam-
ham datam Tahu ra it sima
safi sepertiman tobup mata
dan tak ada keinginan
perhaiki Tabura,” kata
Dimamisatar Jatam Kaltim,
Ohcha, Kamis(14/ Th
MenururQchi Bupaii
Kurkar Rita Widyisari vang
menyebuttid ak ada lambang
dakam Tahura berdasarkan
Dinas Kehuiman Provinsi
Kt bentuk sikap ke-
pemimpinan yang menerma
liporan mentah dari anak
Bueabin v yang menganggap
itk aed a masatah dilapanaan.
“Hampir semua rang
vty berkunjung ke Hutan
Henelitiandan Pend idikan
Universitas Mulawarman
Tahara Bukit Socharto,
melihal ada masalah tamhang
batu hara didakim hutan,

Secara kasat meta saga terlibi,

Apalagimasalzh Tahuraing
iperkuat laporan Badan
Pemneriksaan Keaangan. Jad ],
katlau bikang tidak ad s
tamhangd alam Tahura it
YATA SAJd MEnEnting negari
vaitu laporan BPK," katanya,
Pemantaumdilapangan

Tabuea Bu bt Sveharnio, sangat
jelassekalibahwiadi
tanhang didalam kawasan
hutan. Drri pemantaudn Fusat
PFenelitan Hietan Tropis(FPHT)
Unmaldan Javam Kaltim sertz
mied ia imimembukiikan
ddanya tamhang masuk
dalamn kawasan. T melaidas
Keintan jalin hmidmyg tambing
dan stk pile pelabuhan batu
baradiSungai Bambangan
serta bekas galian tambin g
CV antha Priama fiys.
“BupatiKukartidak perli
terpalemnik mengatakan tidak
atta tambang di Tahura karena
herdasarkan Dinas Kehutanan
Provinsi Kaltim: Ay buktikan,

Bupati Kular iurun ke
lapingan bessama Gubernut
disertatjajrannya Dishul,
Distasmben. Supayatidak ada
polemikdimedia,” kata Ocha,
[¥jekisk an Ocha, Bupati
KuokarRita Widyasirisaat i
hiry menerima laporan
sepihak dari gjacannyadan
Dishut Kaltim Seharnsnya,
Ritz mendengar pulalaporan
herbedadari DPRD Kaltim,
Unmaul dan Jatam. “Karend
sangat jelas sekil, Kepala
PEHT Unmaul ProfDr
Chandra Boer menunjukan
tutas Hutan Penelitian dan
Pendid ikan Tahura Bukit
Socharto sahgat dekat

dengan ambang tanpa add
jarak, Malah.dda ambing
g masuk dalam Kawisan
hutan dan memotang serta
mengnbah jalan tati batas
Tahura,” katanya
Mengenai, bantahan
hahwa tamhing diakui
keberadaannya karena
mendipal izin pingom pakai
dariDirjen Perlindunzan
Hutan Kenservasi Alam
{FHKA) Kementerian
Kefiutanan, Ocha mermint
irin it diperlibatkan, Ini
supityapolemik LHERPK
menyebiut 31 tambang masuk
awasan hutian diselesaikan.
“Kalau bilang, tidak ada

tambang masuk Takura, T
tidd itk menyelesaikan
misakih. Bupitijangan
MErasd aMan-aman saj, 1api
harus membakiikannya.
Selain it Dinas Kehwutinan
Provinsi Kaltim harus juga
intropeksidin kenapa hahwa
1zin tambang diperholehkan
dlam Takiura dikeluarkan
oleh Menhut ying seharnss-
nys menjaga wilayah hutan
di Kaltim yang kini semakin
ferkurang,” katanya,
Sehefumnya, Rita
mengakn belum mengetahoi
sejum fah tambang baty hara
yitng masuk kiwasan Tahurd,
Bahkan, dia menganggap

tdit ad a tambany batu bara
vang masubk Tahury, “Siya
helum dapagdatanyadari
dinds sayasudahsampaikan
beherapakali kok, yang
miasuk kawasan Tahara il
yang zin pinjam pakainya
yang mana? Yang setahn saya
semuanyasudah masalak
hukum, maksudnya
pidananya gitu. Yang meseky
maksud saya kurang ngert.
Nanti cohatinya kepada
Thinas Pertambangan yang
manamasuk 3 tambang i,
Klaw aila ya memang harus
aa tind kan, kok bisa lewat
beherapatahun, g he?
paparnya. (min}
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SAMARINDA.THRIBUN -
Rirektur Jenderal Direktoral
Jenderal Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam (Dirjen
PHEA} Kementerian
Kehutanan Darorn menilai,
pihak yang seharusnya
bertangrungiawab terhadap
keluarnyaizin pinjam-pakai
kawasan penambangan batu
baradiTaman Hutan Raya
(Tahura} Bukit Soeharto
adalah Gubernurdan Bupati
Kuai Kartanegara (Kukar).
Pasalnya, Kemenhut lak
akan mungkin memberikan
izin jika tidak ada rekomendasi
daridaerah dalam halini

pengelolaan Tahura kepada
Pemprov Kaltim, sehinggza
apapunaktivitasdi Tahura
menjadi langgung jawab
sepenuhnva kepala daerah,
Gubérnurdan Bupati Kukar,

“Mereka {Gubernur dan
Bupati, red) dong vang
bertanggungiawab, kenapa
fagi Kemenhut? Bukan
bermaksud untuk membela
diri, tapicoba telusurisaja,
Kemenhut tak akan mungkin
mengeluarkan izinjika tidak
ada kajian dan rekomendasi
dar daerah. Naf sava ada bukh
hitam di atas putihnya bahwa
mereka vang

Gubernurdan Bupati, Pusat
sefak dulu sucdah
menyverahalkan kewenangan

Darori Salahkan
Gubernur-Bupati

® Sambungan hal 13

Darori, Jumat(15/7).

Termasuk soal permintaan
Gubernur Kaltim Awang Faroek
Ishak agar Kemenhut mengkaii
kembaliizin pinjam pakai -
tambang di Tahura. la
menegaskan, hal itu harus
dimulaidaridaerah., Sejauhini
tidak pernah ada permintaan
resmi dari cubernur untuk
mengkaji. Permintaan itu hanya
disampaikan di media, tidak ke
Kemenhut. Kemenhut tidak bisa
mengkaji kembali jika kepala
daerah tidak mengajukan resmi
sebab dari merekalah
rekomendasi itu berasal.

“Kalau ada permintaan
resminya baru kami lakukan.
Sejak awal kan saya sudah

merekomendasikan,” kata

@ Bersambung hal 21
katakan, yang tahu soal

Kaltim, makanya mau
diapakan Tahuraitu, adalah
mereka yang berwenang.
Apakah maudiperbaiki
kembali, atau dijadikan
tambang batu bara
semuanya,” tegasnya.

Dalam kesempatanitu,
Darori juga menyayangkan
ungkapan Dekan Fakultas
Kehutanan (Fahutan) Unmul
Prof Dr Ir Chandradewana Boer
M Agr beberapawaktu lalu
vang menyebutkan, Tahura
sudah rusakjadiapalagivang
harus diperbaiki. Sehingga lebih
baik dirusak sajasekalian.

“Saya pikir (pemikiran dan
pernyataan)itu tidak bijak.
Memangnya kalau sudah rusak
lantas mau kita rusak sekalian.
Lantasberi terusizin tambang di
sana. Sekarang ini harusnya mari
kita sama-sama memperbaiki

baru kami lakukan. ...

mau diapakan
Tahura, itu mereka
yang berwenang”

Darori
Dirjen PHKA

kembali Tahura itu,” terangnya.
Dirjen PHKA sudah
memanggil Pemprov melalui
Dinas Kehutanan (Dishut)
Kaltim dan Direktur PPHT
Unmul pekanlalu. Intinya,
Pemprov dibantu Unmul
diminta selama satu bulan ke
depan memperbaiki Tahura
khususnya menertibkan
tambang itu. “Jika tidak,
mereka akan kami panggil
lagi, dan tim kami sendiri yang
akan langsung terjun ke
lapangan,” tandasnya. (aid)



16 JULI 2011 - PUSAT CUCI TANGAN

Pusat Cuei Tangan

DIEREKTUR Wahana

Lingkungan Hidup (Walhi)

Kaltim Isal Wardhana

mengatakan, memang soal
mau diapakannya Tahura itu

adalah berdasarkan

rekomendasi dari daerah.
Mamun Kemenhut jangan
pula melemparkan kesalahan
itu hanva ke daerah, sebab

dalam UU, maka harusnya

Kemenhut tidak perlulagi

Menunggu rekomendasi

“Yasava

ketika tambang batu bara itu

sudah jelas-jelas dilarang

Pusat Cuci
Tangan

@ Sambungan hal 13

harus melalui prosedur
rekomendasi dari daerah lagL.
Langsung keluarkan 5K
pelarangan kui bisa. Kalau
terus seperti itu, kapan Tahura
bisa kita perbaiki, kalau
masing-masing 0rang yang

punya kewenangan saling
melempar
tanggungjawabnya,” kata Isal,
Jumat (15/7).

Sekretaris Komisi 11
Mudiyat Noor menambahkan,
tambang di Tahura itu sudah
menjaci konsumsi publik
sangat merusak Tahura.
Karenanya, Gubernur tak
perlu lagi terus melemparkan
wacana-wacana tanpaada
langkah konkretnya.

daerah, tapi langsung saja
mengeluarkan SK pelarangan.

membahasakannya pusat
jangan cuci tangan. Masak
untuk urusan yang sudah jelas
akan merusak Tahura masih

@ Bersambung hal 21

“Sidak PPHT Unmul dan
Komusi [I-Tsudah jelas,
kemudian Gubernur sudah
pasti pernah melihat
kondisinya seperti apa.
Sekarang ini butuh langkah
kongkrit, bukan wacana dan
keinginan. Misal kongkritnya
itu, Gubernur kirim surat
tertulis ke Menteri Kehutanan,
agar izin pinjam-paka
tambang itu dikaji ulang, dan
lainnya,” tandasnya. (aid)



18 JULI 2011 - TOL DIGESER KE PINGGIR TAHURA

Tol Digeser ke
Pingqir Tahura

® Sembungan hal 13

untuk peningkatan
perekonomian Kaltim,
Namun berbicara UU
kehufanan, tefaplah kawasan
konservasi tak dibenarkan
dijadikan lintasan,
“Prinsipnyakif
mendukung. Tapikeinginan
kitaagar di pingeir-pinggir
Tahura kanlebih bagusiuga
arena tolitubisajadi
pebatas Tahura dengan
kawasan lamnya. Sehinges
orang atau aknum tidsk

semudahnya seperti sekarang
inimerusak Tahura, " ujamya
dengan tegas

Lantesbagaimana dengan
tambang batu bara yang jelas-
elas merusak, nanmun ustru
menjamurdidalammaupunds
kawasan hutanitu? Dikalakan
Daron, hingeasaatin
pihaknyamasih belum
menemukan adanya
perusahaan tambang yang
beroperast i dalamareal
Tahura, kecualidisekitar
kawasannya dan penggunaan
alannya,

'Penggunaan alan oleh
perusahaan tambang itu
karenadulu eksjalan HPH.
Kalau ada yang

menggunakan jalan selain
fu,jelas melangaar.
Makanya ada perusahaan
[ambang yang pernah
diproses hukum oleh
kepolisian karena melanggar
menggunakanjalan lain. Dan
perlu juga saya tegaskan,
{ambang 1fu adaizin
kolaborasinya yang
dikeluarkan sebelum Tahura
ditetapkan sebagai kawasan
konservasl, juga atas
rekomendasi Gubernur dan
bupati Kukar," fandasnya

Sementaratu, hingga saat
imibaik Kepala Rapped:
maupun Dinas Pekerjaan
Unum (PU) Kaltim tak bisa
dihubungi (eid)
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Komisi e

@ Minta Arahan Penyelesaian Tambang
di Tahura Tanpa |zin Pinjam Pakai

TENGGARONG. TRIBUN -
Persoalan pertambangan seolah
tiadahabisnya. selaindiangzap
tidak banvak memberikan
mantaar ckonomi padadearah
penghasil.tambang ngadinilai
mengadi penyebab ntama
kerusakan lingkungan.
Menvikapilemuan BPK
vangteriuang dalam LHP BPK
Nomor 10/ LHP XVIL 02/
2011, Komisi ITDPRD Kutai
Kartanegara (Kuikar) beren-
cana menyambangi Kemen-
trian Kehutanan {Kemenhut)
diJakarta, Sclasa (19 7)ybesok
Demikian dikemukakan
Anggota Komisi I, Baharu-
ddin Demmu Minggu (177
Diketahut, berdasarkan LHP
BPK terschut terungkap
adanya 3l pemegang lzin
Usaha Pertambangan (TUF)
dan 2perusahaan yang
melakukan ckaploitasidi
kawasan Taman Hutan Raya
(Tahura) Bukit Socharto,
Menurur Demmu,
konfungan ke Kemenhut ind
guna mempertanyakan sanksi
hukum apa vang dikeénakan
padakasuspenambangan di
Tahuratanpaizin pinjam pakai
dari Kemenhot, Kunjngan
tersebui, sekaligus memperta-
nyakan siapapihak vang
haresnya memberikan sanksi.
Pasalnva, LHF BPK vang
menyebut kawasan Tahura
ditambang tanpa izin pingam
pakai merupakan persoalan
klasik yang hingga kini belum

ditindak lanjuti; baik aleh
pemerintah maupun aparat
penegak hukum,

“Kita mau tanya ke
Menhut, apa sanksinya
menambang di Tahuratanpa
iZzin pinjam pakai, kemudian
sigpa vang berhak memberi
sanksi. Bukan apa, soalnya
masalah tambang di Tahura ini
persoalan lama, tapindak ada
vang menind aklanjoni,” ujar
Bemmu.

Penambangan di Fahura
tanpaizinpinjam pakaidari
Kemenhut jelas melanggar UU
4F Tabhun 1999 tentang
Kehdtanan. Sejatiny a, pelaku
penambangan terscbut bisa
dikenakan sanksipidama.*Ya
memang jelas melanggar TLL
tapinyatanyvasampaiscka-
rang tidak ada yang menin-
daklanjuti,” katanyalags.

Politisiasal PAN inibahkan
menuturkan Kemenhut
sgbaiknva meniadakan
kawasan hutan di Kaltim
khususnvadi Kukar, Lantaran
selamaini jarang ditemui
adanya pemberian sanksi
tegas bagi perusak huran

“Yakalau Menhut tidak
bisa memberi arahan tentang
apasanksinyva.dan siapavang
berhak memberi sanksi, lebih
baik tidak usah saja menetap-
kan suatu kawasan itu sebagai
huran: Atan semuanyva
ditetapkan saja jadi hutan yang
boleh ditambang,” tegas
Demmu,

Demmu menyesalkan
minimnya instansi berwenang
menyikapi persoalan
pertambangan di Tahura
ranpaizinpinjam pakai.
“Semua sudah tahu it jelas
pelanggaran. Tapi pertanyaan-
nyasampaisaatinikenapa
tidak ada yang menindak, baik
dari Pemkab maupun aparat
hukom. Kalan ndakditindak
berartiadakemungkinan dia
(intansiterkail) juss main-
main. Mending ridakusah ada
sajakavwasan hutan ing.”
sesalnya.

Bisinggungsoal Pansus
Hak Angket Pertambangan
yvang hingga kininasibnya
masith mengambang, Demmu
berharap paraunsurpimpinan
baru di DPED Kukar men-
dengar respons masyarakat
danmahasiswauntuk
mengaktithan kembali Pansns
Hak Angket vang telah
diparipurnakan setahun silam,

“Sampaisaatini Pansus
Hak Angket Tambang masih
ada, artinya hanya belum jalan
saja. Dan sayasclalu mendu-
kungadanya Pansusim,
Mudah-mudahan kawan-
kawan (Anggota Dewan}maun
mendengar aspirasimasyara-
katdan mahasiswauntuk
menernskan Pansusini,
karenalahirnya Pansus akibat
banvaknva perspalan tam-
bang di Kukar yang mendesak
uniuwk diselesaikan.” pungkas
Drermim . (m 260
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B Dishut Kukar hanya Kebagian Surat Tembusan

TENGGARONG, TRIBUN -
Siapavang paling bertang-
gungjawab terkait dengan
LHPBPK Nomaor I LHP/
XVII 02/ 2010 tentang ada-
nya 3l pemegang lzin Kuasa
Pertambangan dan 2 perusas
haan yang beroperasidi Ta-
man Hutan Raya (Tahura)
Bukit Socharto kian tak jelas.
Dinas Kehutanan
Kabupaten Kukarpun
berdalih kewenangan
pengelolaan Tahura beradadi
tingkat Provinsi Kaltim,
Demikian penuturan
Kasubag Umum Dishut
Kukar, Sadlisaatditemuidi
rilangannya, Senin (18 7).
MenurutSadli, yang
berhak memberi rekomen-
dasi ke Kementrian Kehu-
tanan terkait penggunaan
kawasan Tahuraadadifevel
provinsi. Sementara, Dishut
Kukar hanyakebagian surat
tembusan terkait kegiatan
apasaj yang adadiTahura,
“Memang Tahuraitu

secara administratifmasuk ke

wilayah Kabupaten Kukar.
Tapikita (Dishut Kukar)ini
cuma kehagian surat temhbuy-
san saja, hahwadi Tahuraada
kegiatan inidan itu. Karena
memang kewenangan pe-

ngelolaannyaadadilevel pro-

vinsi dan yang memberikan
rekomendasi juga provinsi.
Kamipaling hanyadimintai
bantuan saja," ujar Sadli.
Sadlipun mengaku tidak
mengetahul ada tambang
yang beroperasi di Tahura
tanpa lzin Pinjam Pakaidari
Kemenhur, “Sckarang
perusahaan mana yang

dimaksud, yang bisa
beroperasidi Tahura tanpa
Izin Pinjam Pakal,” tanyanya,
Sadli membenarkin
bahwa penambangan di
Tahuratanpadisertailzin
Pinjam Pakaidari Menhut bisa
dikenaisanksipidana,
“Tangan main-main, ndak hisa
sembarangan beraktivilas di
Tahuratanpaizin, Setahu saya
sudah adg yangdiproses
hukum,” katanya lagi.
Sadlimengungkapkan,
Izin Pinjam Pakaiyang adadi
Tahura hanyauntuk jalan
tambang (hauling}, bukan
untuk aktivitas penambang-
an. “Yang adaitn untuk jalan,
kalau untuk nambang pasti
dipenjaraitn,” pungkisnya.
Sepertidiketahui, sesnai

Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP)Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) Republik
Indonesia {R1)melalpilaporan
dengan tujuan tertentu terkait
pertambangan batu bara di
Kukar nomor LHP.10/ LHP/
XVII/ 02/ 2010, tanggal 02
Februar 2010 menyatakan
sedikitnya [85Kuasa
Pertambangan ataw lzin
Usaha Pertambangan (KP/
IUP) yang ternyata arcalnya
masuk kawasan hutan
produksi, hutan produksi
terhatas, hutan lindung, hutan
taman wisata dan Taman
Hutan Raya (Tzhura)dengan
luasan 290.485.97ha. [85ijin
KP/ TUP tersebut diterhitkan
sehama kurun wakiu 2008
hingga November 2010,

(85 KP/ TUP meliputi (50
KP/ TUPdikaw asan Hutan
Produksi 243,804,423 ha; 22
KP/ TUP di Hutan Produksi
Terbatas 43048, 16 ha: 12 KP/
IUPdiHutan Lindung
3174 43 hadan | KP/ [UPdI
Taman Wisata Alam 45896 ha.
Selain i, kawasan Taman
Hutan Raya (Tahura) Bukil
Sogharto, menurut peta
kaw asan dalam Keputusan
Menteri Kehutanan No 270/
Kpts-I17 1991, rerdapat 31 KPY
[UP berada dikaw asan Tahusa
dengan luas 1.2(4,640hadan
menurut peta kawasan dalam
Keputusan Menteri Kehutan-
an No SK.577/ Menhut-T1/
2009 terdapat [1KP/ IUP
dalam kawasan Tahura
dengan lnas 386,133 ha, (m26)



